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ABSTRAK  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

berdampak terhadap kegiatan perekonomian khususnya pada bidang keuangan 

dan juga perbankan. Salah satunya yaitu sistem pembayaran dengan metode QRIS 

yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital. Permasalahan 

dalam penelitian ini ialah untuk dapat melihat secara jauh mengenai implementasi 

PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 terhadap pedagang yang terjadi di lokasi-

lokasi yang menjadi tempat dilakukannya transaksi jual beli, seperti dalam hal ini 

ialah yang terjadi pada Pasar Yosomulyo Pelangi, Kota Metro. Dengan 

menggunakan kajian PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi 

Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. 

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : 

apa saja faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS dan 

bagaimana efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS? Dilakukan penelitian 

ini guna untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak 

digunakan QRIS oleh pedagang serta untuk mengetahui efektivitas dari PADG 

Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI). Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat dijadikan kontribusi 

positif dan masukan bagi semua pihak agar mengetahui bagaimana implementasi 

dan efektivitas hukum dari adanya PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 mengenai 

praktik dari penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI). 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan 

(field research), bersifat deskriptif dengan pendeketan penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah pihak pelaku 

usaha/pedagang, dari pihak konsumen / pembeli serta pihak founder/penggerak 

dari Pasar Yosomulyo Pelangi. Sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, 

buku-buku, bahan pustaka yang berkaitan dengan penyebab digunakan atau tidak 

digunakan QRIS dan efektivitas dari PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab dari 

digunakan atau tidak digunakan QRIS oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI), digunakannya QRIS karena telah memberikan manfaat positif 

terhadap pengembangan kinerja pekerjaan. Sedangkan faktor tidak digunakannya 

QRIS yaitu dengan alasan bahwa kondisi pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang 

sudah berusia tua (lansia), tidak sedikit konsumen yang masih ragu dalam 

penggunaan QRIS, dan beberapa pedagang belum memiliki smartphone (ponsel 

pintar). Selanjutnya, mengenai efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap 

pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS 

khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, adalah implementasinya tidak efektif dan 

tidak optimal karena masih belum dapat digunakan secara keseluruhan terhadap 

para pedagang yang diakibatkan dari kurangnya pemanfaatan dari teknologi. 

Kata Kunci : Efektivitas, PADG 21/ 18 /PADG/2019, dan Pedagang Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) 
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MOTTO 

 

ۖۡ فئَنِ  رِ مِنكُمأ مَأ سُىلَ وَأوُْلِي ٱلۡأ َ وَأطَِيعىُاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعىُاْ ٱللََّّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنىَُٰٓ
َٰٓ يَ 

مِ  يىَأ ِ وَٱلأ مِنىُنَ بٱِللََّّ سُىلِ إِن كُنتمُأ تؤُأ ِ وَٱلرَّ ءٖ فرَُدُّوهُ إلِىَ ٱللََّّ تمُأ فِي شَيأ زَعأ تنََ 

سَ  رٞ وَأحَأ لِكَ خَيأ َٰٓخِرِِۚ ذَ  وِيلًا ٱلۡأ   ٩٥نُ تأَأ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (Q.S. An Nisa Ayat 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

berdampak terhadap kegiatan perekonomian khususnya pada bidang keuangan 

dan juga perbankan. Munculnya inovasi keuangan yaitu perubahan sistem 

pembayaran adalah penyesuaian terhadap kemajuan teknologi yang semakin 

berkembang. Perkembangan sistem pembayaran mendorong meningkatnya 

besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran menjadi 

suatu kompenen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang 

dan jasa.
1
 

Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta makin 

besarnya nilai transaksi dan risiko mendorong masyarakat untuk menginginkan 

adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang 

aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana 

secara efisien, aman, cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal 

yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya. 

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang 

diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat 

nontunai.
2
 

                                                           
1 Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, 

Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Jurnal Al 

Qardh, Volume 4, Juli 2019. h.62. 
2 Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, Direktorat 

Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran uang, 2008, h. 2. 
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Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk 

melakukan pemindahan dana sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi 

dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Di Indonesia 

sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan 

sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan alat 

pembayaran tunai berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) sebagai 

media pemindahan dana. Sedangkan alat pembayaran non tunai dalam sistem 

pembayarannya menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debet, 

maupun uang elektronik sebagai pemindah dana.
3
 

Hal ini juga didukung oleh Bank Indonesia (BI) dengan mencanangkan 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini gencar dilakukan untuk 

menjawab tantangan era digital dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat 

bahwa metode transaksi digital memiliki banyak manfaat yakni efisien, cepat, 

nyaman, mudah, dan aman.
4
 Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia 

resmi merilis standar untuk penggunaan kode QR Indonesia dengan nama 

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
5
 QRIS merupakan kode 

QR yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk memperlancar sistem pembayaran 

digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, serta mempercepat 

inklusi keuangan di Indonesia.  

                                                           
3https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx. 

Diakses pada 30 Mei 2023. 

 4. Risma Arum Azzahroo, dan Sri Dewi Estiningrum, “Prefensi Mahasiswa dalam 

Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Teknologi 

Pembayaran”, Jurnal Managemen Motivasi, Vol.17 (2021), h.11. 
5 https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us. Diakses pada 23 Mei 

2023. 

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx
https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us
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Semakin maraknya metode pembayaran dengan QR Code ini membuat 

Bank Indonesia menerbitkan sebuah standarisasi yang bertujuan untuk 

menghindari praktek monopoli perdagangan, menjamin kelancaran dan 

keamanan sistem pembayaran yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia. 

Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR Code) yang 

tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. QR 

Code ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server 

based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code 

Indonesian Standard (QRIS).  

Sehinga dalam hal ini, didapati bahwa QRIS ini telah membahwa 

peranan yaitu membantu para pedagang UMKM untuk tidak tertipu pada 

peredaran uang palsu, mengurangi resiko pencurian uang dan mendukung 

pemerintah juga dalam mampu mengembangkan perekonomian digital pada 

wilayah tertentu.
6
 Pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS akan 

memiliki logo QRIS di toko mereka.
7
  

Selanjutnya mengenai teori khusus dasar pemberlakuan QR adalah 

bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang 

menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua 

pembayaran dengan QR Code diproteksi dengan PIN sebagai bentuk otorisasi 

nasabah ketika melakukan pembayaran. Pada umumnya di Indonesia 

                                                           
6 J. E. Sihaloho, A. Ramadani, & S. Rahmayanti (2020). Implementasi Sistem 

Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. Jurnal 

Manajemen Bisnis, 17(2), 287-297. h.288. 
7https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx. 

Diakses pada 23 Mei 2023. 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx
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pembayaran dengan QR Code diintegrasikan dengan aplikasi berbasis mobile. 

Sumber dananya sendiri mempergunakan e-wallet aplikasi atau integrasi 

dengan kartu debit. Kehadiran PADG ini memberikan payung hukum bagi para 

institusi di Indonesia dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan memberikan 

kemudahan serta efisiensi kepada para konsumen.
8
 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai QRIS, peneliti ingin 

menjelaskan mengenai standar dari penggunaan QRIS yaitu QRIS memiliki 

spesifikasi tertentu yang wajib diikuti oleh (PJSP) yang menyediakan sarana 

pembayaran berbasis QR. Terdapat 2 (dua) metode pembayaran QRIS yaitu 

merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Pada 

metode QRIS MPM, merchant menampilkan QR Code pada media stiker, 

papan informasi atau LCD yang kemudian di-scan dengan menggunakan 

ponsel konsumen. Adapun pada metode QR Code Customer Presented Mode, 

konsumen menampilkan QR Code dari ponselnya kemudian di-scan oleh 

merchant.
9
 

Adapun pengertian dari Pasal 6 ayat 1 yang ada dalam Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, yang menjelaskan 

bahwa kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran di 

Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Maksud wajib disitu 

adalah dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran yang 

terdiri dari terdiri atas merchant presented mode dan customer presented mode. 

                                                           
 8. Misbahul Ma’ruf M, “Eksistensi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

Pengembangan Financial Technology pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi 

Haji Anto)”, 2021, h.17. 

 9.https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BJawaban%

3A,menggantikan%20QR%20Code%20yang%20lama. Diakses pada 23 September 2023. 

https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BJawaban%3A,menggantikan%20QR%20Code%20yang%20lama
https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BJawaban%3A,menggantikan%20QR%20Code%20yang%20lama
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Jadi, pihak yang belum bekerjasama dengan pihak BI ataupun tidak 

menggunakan  sistem QR Code Pembayaran yang terdiri dari dua hal tersebut 

maka tidak termasuk diwajibkan untuk penggunaanya. 

Dengan mengacu pada aturan tersebut, maka peneliti melihat adanya 

pasal yang mewajibkan akan setiap transaksi menggunakan pembayaran 

melalui QRIS. Disebutkan dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pada ayat 

(1) yaitu mengenai QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran 

di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
10

 Dalam 

pelaksanaan scan QR yaitu dengan melalui smartphone yang dimiliki oleh 

pengunjung/konsumen Pasar Payungi, dan QR tersebut telah disediakan oleh 

pihak pedagang. Dalam hal tersebut tentu agar tercapainya keamanan dalam 

bertransaksi pihak pedagang sudah bekerjasama dengan pihak BI dan telah 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga dicetaklah QR tersebut. 

Adapun dari terbitnya aturan tersebut, telah dijelaskan oleh pihak BI 

bahwasanya masih perlu dilakukan tindakan sosialisasi dan juga fasilitas yang 

memadai di tingkat daerah yang ada di Indonesia, setelah itu masih perlu lagi 

untuk dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari adanya kewajiban 

aturan mengenai pelaksanaan pembayaran menggunakan QRIS tersebut. 

Dikatakan wajib, apabila pihak pedagang tersebut sudah bekerjasama dengan 

pihak BI dan menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem QR Code 

Pembayaran. Sehingga, bagi pedagang yang tidak berkenan dalam 

menyediakan sistem pembayaran tersebut, maka tidak ada kewajiban untuknya 

                                                           
10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi 

Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Pasal 6 Ayat (1). 
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menggunakan QRIS. 

Adapun dalam hal ini diperlukan lokasi yang menjadi tempat penelitian 

guna melihat daripada efektivitas terhadap Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional 

Quick Response Code Untuk Pembayaran, yaitu (PAYUNGI) Pasar 

Yosomulyo Pelangi, yang berlokasikan di Jl. Kedondong RW 07 Kelurahan 

Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Penggunaan dari 

QRIS sendiri yang terjadi di PAYUNGI, sebenarnya belum dapat dikatakan 

sudah menggunakan sistem pembayaran modern (non tunai), melainkan masih 

ada pedagang yang melakukan transaksinya menggunakan dan tidak 

menggunakan pembayaran tunai.
11

  

Alasan peneliti memilih lokasi Pasar Yosomulyo Pelangi dikarenakan 

lokasi tersebut telah meraih banyak penghargaan dengan menyandang wisata 

pasar kreatif tersukses yang pernah ada di Kota Metro. Dengan adanya founder 

Payungi yaitu Bapak Dharma Setyawan yang juga selaku Dosen dari IAIN 

Metro, yang telah memberikan banyak perubahan. Ia mengajak masyarakat 

setempat untuk berkolaborasi dan berkreasi dalam membangun ruang publik 

yang kreatif dan produktif guna kemajuan bagi Desa Yosomulyo. Terbukti 

pada saat 23 Januari 2022, beliau pernah diundang ke acara tv yaitu Kick Andy 

Show dengan pencapaian pada 176 gelaran di awal tahun 2022 tersebut pihak 

payungi telah mendapatkan omzet Rp.6 miliar lebih. Dengan pendapat sebesar 

itu tentu telah terjadi pemasukan uang atau perputaran uang yang sangat sering 

                                                           
11. Wawancara dengan Bapak Dharma selaku Founder PAYUNGI (Pasar Yosomulyo 

Pelangi). pada tanggal 28 Mei 2023. 
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dan banyak mendatangkan pengunjung (konsumen), sehingga hal tersebut 

membuat peneliti tertarik meneliti Payungi mengenai transaksi yang 

digunakannya. 

Adapun faktor dari digunakannya QRIS di Pasar Payungi adalah selain 

karena memang sebelumnya sudah ada sosilaisasi dari pihak BI yang datang 

langsung ke lokasi Pasar Payungi dan memberikan materi berupa sistem 

pembayaran melalui QRIS, mengenai berbagai macam prosedur pendaftaran 

dan prosesnya hingga dapat masuk ke rekening pribadi dan juga manfaat 

ataupun kelemahan dari digunakan nya sitem pembayaran QRIS terseebut. 

Selain itu, faktor lainnya adalah pihak BI yang melakukan sosialisasi tersebut 

bergerak berdasarkan adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BI yaitu 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Yang mana 

dalam aturan tersebut didapati pada Pasal 6 Ayat 1, bahwa QRIS wajib 

digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia. Sehingga hal 

tersebutlah, yang menjadi awal dasar dalam kewajiban dari digunakannya 

pembayaran melalui QRIS.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat pencarian 

informasi melalui tahap research kepada Bapak Sauban, beliau menjelaskan 

bahwasanya mengenai penggunaan QRIS di PAYUNGI sendiri masih belum 

akrab didengar ataupun digunakan oleh para pedagang. Namun, praktiknya 

tetap ada pihak pedagang yang telah menggunakannya meskipun hanya 

beberapa saja. Adapun informasi lainnya mengenai peresmian dibangun yaitu 

telah didirikan pada tanggal 28 Oktober 2018 dan diresmikan langsung oleh 
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Wali Kota Metro, Ahmad Pairin S.Sos., selanjutnya perkembangan PAYUNGI 

sangat menggembirakan walaupun dalam perjalanannya penghasilan para 

pedagang sangat fluktuatif. Tetapi secara umum selama 1 tahun sebelum 

adanya pandemi, PAYUNGI pernah mencapai omset sebesar 1, 9 Milyar 

dengan jumlah pedagang sekitar 50 orang.
12

 

Kemudian terdapat hasil dari tahap research yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu kepada Ibu Rahma, yang menjelaskan bahwasanya mengenai 

penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), pada waktu 

bulan puasa di tahun 2023 ini, beberapa dari pihak pedagang sudah mulai 

menggunakan transaksi melalaui non tunai atau QRIS. Namun, sedang dalam 

masa pembaharuan oleh pihak BRI.
13

 

Berdasarkan hasil dari penjelasan di atas, kemudian dengan melihat 

kondisi saat ini yang sudah serba digital maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa sudah ada atau beberapa pedagang yang telah menggunakan sistem 

pembayaran dengan menggunakan QRIS. Sehingga dengan demikian peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi maupun efektivitas 

terhadap penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI), serta factor -faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakan 

atau tidak digunakannya QRIS oleh pedagang disana, sehingga dalam hal ini 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul yaitu 

sebagai berikut : “STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA 

                                                           
12. Wawancara dengan Bapak Sauban selaku penggerak PAYUNGI pada tanggal 28 

Mei 2023. 
13. Wawancara dengan Ibu Rahma selaku pedagang di PAYUNGI pada tanggal 28 Mei 

2023. 
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DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG 

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE 

UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR 

YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)”.  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Pertanyaan 

Penelitian yang dapat diambil yaitu :  

1. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan 

QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)? 

2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penuelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

a. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak 

Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI). 

b. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap 

Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan 

QRIS. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 



10 

  

 

 

a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi 

peneliti dan pembaca khususnya tentang pengetahuan terhadap 

penggunaan Quick Response Code Indonesia Standardm (QRIS)  yang 

dikaji melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 

/PADG/2019, yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI). 

b. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan  dijadikan masukan 

dan saran bagi semua pihak agar mengetahui bagaimana Implementasi 

dan Efektivitas Hukum dari adanya Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019, yang terjadi di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS. 

 

D.  Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)  

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian 

terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati 

dalam penelitian telah peneliti lakukan.  Adapun beberapa penelitian literatur 

membahas tentang Efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 

18 /PADG/2019, Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi 

(PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS Quick Response Code Indonesia 

Standard (QRIS) Dalam Sistem Pembayaran Elektronik, antara lain sebagai 

berikut : 
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NO Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Sumber Link 

1. Erlinda 

Sholihaha, 

Risma 

Nurhapsari 

Percepatan 

Implementasi 

Digital Payment 

Pada UMKM: 

Intensi 

Pengguna QRIS 

Berdasarkan 

Technology 

Acceptance 

Model  (Jurnal 

Nominal 

Barometer Riset 

Akuntansi dan 

Manjemen, Vol. 

12, No. 1, April 

2023, pp. 1-12) 

Adapun hasil 

penelitian ini adalah  

bahwa persepsi 

kemanfaatan dan 

kemudahan berperan 

penting dalam 

penggunaan QRIS 

oleh pelaku UMKM 

pasar tradisional di 

Kota Semarang.  

Kemudian, Implikasi 

dari hasil temuan ini 

yakni bahwa para 

pelaku UMKM akan 

bersedia 

menggunakan QRIS 

dalam aktivitas bisnis 

mereka selama hal 

tersebut bermanfaat 

dan mudah dalam 

pengoperasiannya.  

1. Membahas 

tentang Quick 

Response 

Indonesian 

Standard (QRIS).  

2. Membahas 

tentang upaya 

pemerintah dan 

Bank Indonesia 

dalam mendorong 

program 

digitalisasi. 

UMKM. 

3. Memiliki jenis 

penelitian yang 

sama yaitu field 

research (penelitian 

lapangan). 

1. Perbedaan pada 

lokasi penelitian 

yaitu antara Kota 

Semarang dengan 

UMKM PAYUNGI 

di Metro, 

Lampung. 

2. Perbedaan pada 

penggunaan kajian 

yaitu melalui 

PADG Nomor 21/ 

18 /PADG/2019 

Tentang 

Implementasi 

QRIS Untuk 

Pembayaran, 

3.Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

Penelitian 

Kuantitatif, 

sedangkan dalam 

penelitian skripsi 

ini menggunakan 

penelitian 

Kualitatif. 

https://journa

l.uny.ac.id/in

dex.php/nomi

nal/article/do

wnload/5248

0/19265.  

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/52480/19265
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2. Azma Hanina  Efektivitas 

Penggunaan 

QRIS Pada 

Transaksi 

Penjualan 

Potato Life Di 

Roxy Jember. 

Program Studi 

Ekonomi 

Syariah, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam, 

Universitas 

Islam Negeri 

Kiai Haji 

Achmad Siddiq 

Jember, 2021. 

Hasil dari penelitian 

ini dapat disimpulkan 

1)Praktik penggunaan 

QRIS pada transaksi 

penjualan Potato Life 

di Roxy Jember.  

2) Efektivitas 

penggunaan QRIS 

pada transaksi 

penjualan Potato Life 

di Roxy Jember 

mengacu pada 

pengukuran 

keberhasilan sistem 

informasi, terdapat 6 

indikator yaitu 

diantaranya: Kualitas 

sistem, Kualitas 

informasi, Kualitas 

pelayanan, Pengguna, 

Kepuasan pengguna, 

dan Keuntungan 

bersih. Berdasarkan 

hasil analisis penulis 

dapat dikatakan 

efektif. 

1. Membahas 

tentang Efektivitas 

Penggunaan QRIS, 

2. Serta melihat 

pula pada praktik 

penggunaan QRIS 

pada transaksi 

penjualan, 

3. Memiliki metode 

penelitian yang 

sama yaitu sifat 

penelitian dengan 

menggunakan 

Penelitian 

Kualitatif, serta 

berjenis penelitian 

(field research) 

penulisan lapangan. 

1. Perbedaan pada 

penggunaan kajian 

yaitu melalui 

PADG Nomor 21/ 

18 /PADG/2019 

Tentang 

Implementasi 

QRIS Untuk 

Pembayaran, 

2. Perbedaan pada 

lokasi penelitian 

yaitu antara Pasar 

tradisonal Kota 

Semarang dengan 

UMKM PAYUNGI 

di Metro, 

Lampung. 

3. Perbedaan pada 

lokasi penelitian 

yaitu di Roxy 

Jember mengenai 

penjualan Potato 

Life, sedangkan 

dalam penelitian ini 

peneliti memilih 

untuk melakukan di 

PAYUNGI Metro, 

Lampung. 

http://digilib.

uinkhas.ac.id/

9626/.  

http://digilib.uinkhas.ac.id/9626/
http://digilib.uinkhas.ac.id/9626/
http://digilib.uinkhas.ac.id/9626/
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3. Desti Widayanti Efektivitas dan 

Efisiensi Sistem 

Pembayaran 

Non Tunai 

(QRIS)  Dalam 

Mempengaruhi 

Inklusi 

Keuangan 

Menurut  

Prespektif 

Ekonomi Islam 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Intan 

Lampung) 

Jurusan 

Ekonomi 

Syariah, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Intan 

Lampung  

2022. 

Hasil penelitian 

berkesimpulan bahwa 

Efektivitas dan 

efisiensi sistem 

pembayaran non 

tunai (QRIS) 

berpengaruh dan 

mendorong mereka 

untuk yakin 

menggunakan QRIS 

untuk transaksi 

keuangan dalam 

kegiatan sehari-hari. 

Dalam hal tersebut 

Asosiasi Sistem 

Pembayaran 

Indonesia (ASPI) dan 

industri sistem 

pembayaran di 

Indonesia yang 

telah mendukung 

penuh implementasi 

QRIS sebagai inovasi 

dalam sistem 

pembayaran. 

 

1. Membahas teori 

tentang Sistem 

Pembayaran non 

tunai (QRIS). 

2. Lalu membahas 

pula mengenai 

efektivitas sistem 

pembayaran non 

tunai (QRIS) 

dalam 

mempengaruhi 

inklusi keuangan. 

 

1. Perbedaan pada 

Metode penelitian 

yang menggunakan 

Penelitian 

Kuantitatif, 

sedangkan dalam 

penelitian skripsi 

ini menggunakan 

penelitian 

Kualitatif. 

2. Perbedaan pada 

lokasi penelitian 

yaitu antara Kota 

Semarang dengan 

UMKM PAYUNGI 

di Metro, 

Lampung. 

3. Perbedaan pada 

objek penelitian 

yaitu dengan 

beberapa 

mahasiswa UIN 

RIL, sedangkan 

dalam penelitian ini 

peneliti memilih 

objek yaitu para 

pedagang di 

PAYUNGI Metro.  

http://reposit

ory.radeninta

n.ac.id/18978

/1/PUSAT%2

0BAB%201

%20DAN%2

02.pdf.  

http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf
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4. Nindi Anindya 

Putri 

 

Pelaksanaan 

Penggunaan 

Quick Response 

Code (Kode 

QR) 

untuk Sistem 

Pembayaran 

Berdasarkan 

PADG Nomor 

21/ 18 

/PADG/2019 

Tentang 

Implementasi 

QRIS untuk 

Pembayaran di 

Kota Semarang.  

(Program Studi 

Ilmu Hukum 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang, 

2020) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 

1). Penggunaan 

media pembayaran 

elektronik semakin 

berkembang dengan 

terus meningkatnya 

penggunaan  

smartphone di 

Indonesia 

dibandingkan dengan 

uang elektronik 

berbasis kartu.  

2).Pelaksanaan 

penggunaan QR Code 

yang selanjutnya 

disebut QRIS di Kota 

Semarang tidak 

efektif, hal ini 

disebabkan oleh 

kendala 

internal dan juga 

kendala eksternal 

yang ada di Kota 

Semarang.  

1. Membahas 

tentang QR Code 

Pembayaran atau 

biasa disebut 

dengan QRIS 

(Quick Response 

Code Indonesian 

Standart), 

2. Persamaan pada 

penggunaan jenis 

dan sifat penelitian 

yaitu dengan jenis 

penelitian 

deskriptif analitis 

dan sifat penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

3. Membahas 

tentang 

Implementasi / 

pelaksanaan 

penggunaan QRIS 

sebagai sistem 

pembayaran. 

1. Perbedaan pada 

kajian hukum yang 

digunakan yaitu 

PADG Nomor 21/ 

18/PADG/2019 

Tentang 

Implementasi 

QRIS untuk 

Pembayaran di 

Kota Semarang, 

sedangkan peneliti 

menggunakan 

fatwa DSN-MUI 

Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017. 

2. Tidak membahas 

mengenai 

pengawasan 

transaksi QRIS 

yang dilakukan 

oleh (PJSP). 

3. Perbedaan pada 

lokasi penelitian 

yaitu antara Kota 

Semarang dengan 

UMKM PAYUNGI 

di Metro, 

Lampung. 

http://lib.unn

es.ac.id/3905

7/1/81114160

39.pdf.  

http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf
http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf
http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf
http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf
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5. Luh Putu 

Mahyuni, I 

Wayan Arta 

Setiawan 

Bagaimana 

QRIS Menarik 

Minat UMKM? 

Sebuah Model 

untuk 

Memahani 

intensi 

UMKM 

menggunakan 

QRIS  

(Forum 

Ekonomi, 23 (4) 

2021, 735-747) 

Hasil yang diperoleh 

dari penelitian jurnal 

ini adalah bertujuan 

untuk menguji secara 

empiris model yang 

menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

intensi UMKM 

menggunakan QRIS. 

Hasil pengujian 

model struktural 

menunjukkan bahwa 

pemahaman akan 

QRIS, persepsi 

manfaat QRIS, 

persepsi kemudahan 

penggunaan QRIS, 

dan pengaruh pihak 

eksternal 

yang dipandang 

penting, secara positif 

signifikan 

menjelaskan intensi 

UMKM 

menggunakan QRIS. 

1.Membahas tentang 

Pemahaman 

mengenai QRIS dan 

intensi UMKM 

menggunaan QRIS. 

2. Membahasa 

tentang 

Pembayaran 

system elektronik 

atau digital yaitu 

melalui 

penggunaan QRIS. 

3. Penggunaan sifat 

dan jenis penelitian 

yang sama yaitu 

bersifat kualitatif 

dan penelitian 

lapangan (field 

research). 

1. Secara khusus 

penelitian jurnal 

tersebut mengkaji 

tentang 

pemahaman akan 

QRIS; 

persepsi manfaat 

dan kemudahan 

QRIS; sedangkan 

pada penelitian ini 

tidak. 

2. Perbedaan pada 

objek penelitian 

yaitu melalui 

kuesioner, 

sedangkan peneliti 

melakukan studi 

pada usaha UMKM 

yaitu PAYUNGI. 

3. Perbedaan pada 

penggunaan kajian 

yaitu melalui 

PADG Nomor 21/ 

18 /PADG/2019 

Tentang 

Implementasi 

QRIS Untuk 

Pembayaran. 

https://journa

l.feb.unmul.a

c.id/index.ph

p/FORUME

KONOMI/art

icle/downloa

d/10158/1568  

https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/10158/1568
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Dari kajian terdahulu yang telah disebutkan, ditemukan kebaruan 

penelitian pada judul penelitian yang diangkat terlebih membahas Efektivitas 

dalam penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) yang 

dikaji melalui Peraturan Hukum Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 

/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code 

Untuk Pembayaran. Kemudian, dari beberapa literature yang telah di uraikan 

terlihat bahwa terdapat banyak perbedaan-perbedaan dalam inti 

permasalahannya yaitu pada objek, subjek, studi kasus maupun penggunanan 

hukum terhadap kajian yang diteliti, sehingga sangat jelas bahwa peneliti 

memfokuskan pembahasannya dan merumuskan judul skripsi ini yaitu 

mengenai Studi efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 

/PADG/2019 Tentang Implementasi Standard Nasional Quick Response Code 

Untuk Pembayaran Pada Pedagang Di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) 

dalam Penggunaan QRIS Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) 

Dalam Sistem Pembayaran Elektronik. 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Efeksivitas Hukum 

Hukum pada umumnya menjadi tolak ukur sikap atau perilaku yang 

baik, menurut Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).
1
Artinya 

efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni 

efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya 

masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi – 

sanksinya. Sanksi – sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi 

positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak 

melakukan tindakan tercela atau tindakan yang terpuji. Cara berpikir 

dogmatis dihasilkan dari proses berpikir deduktif-rasional yang digunakan. Di 

sisi lain, ada yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang 

teratur (tetap). Hukum dipandang sebagai perbuatan yang diulang-ulang 

dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu berkat metode berpikir 

induktif-empiris yang digunakan. 

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang 

menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang.
2
 

1. Faktor hukum individu (Kisah). 

2. faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya 

para pihak yang membuat dan menegakkan hukum. 

                                                           
1 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia (Jakarta :Universitas Indonesia), h.40-48. 
2 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.8. 
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3. Faktor mengacu pada sumber daya atau lokasi yang membantu 

penegakan hukum. 

4. Faktor-faktor khusus masyarakat, yaitu kedaan dimana hukum itu 

berlaku atau diterapkan. 

5. faktor kebudayaan, khususnya sebagai hasil kerja, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
3
 

Karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur 

keberhasilannya, maka kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu 

sama lain. Pada komponen pertama, negara hukum itu sendirilah yang 

menentukan apakah hukum tertulis berfungsi dengan baik atau tidak.  

   Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli 

Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang melemahkan efektivitas penegakan 

hukum antara lain faktor sosialis hukum yang sering dikesampingkan selain 

sikap mental aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan 

penasehat hukum.
4
 Jika seseorang menyatakan suatu negara hukum berhasil 

atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui pengaruhnya apakah 

berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuannya 

atau tidak.  

Dengan demikian efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas 

hukum dapat diketahui. Keefektifan hukum mengacu pada penekanan pada 

                                                           
3 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta 

PT. Raja Grafindo Persada 2008. h. 8 
4 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. 

Bandung. Mandar Maju, 2001 h. 55. 
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hasil yang diinginkan, dalam hal ini keefektifan hukum. Termasuk dalam 

upaya mendorong ditaatinya supremasi hukum adalah sanksi. Sanksi tersebut, 

yang dapat berupa tindakan negatif atau positif, dimaksudkan untuk 

merangsang orang agar menghindari perilaku yang tidak terpuji atau terpuji. 

Suatu keadaan dapat terjadi dimana cita hukum tidak berlaku jika ditemukan 

perilaku yang tidak sesuai dengan cita hukum, khususnya perilaku yang tidak 

sesuai dengan rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (kasus 

hukum).  

   Kondisi yang harus dipenuhi sebelum hukum dapat berdampak 

pada sikap seseorang terhadap tindakan atau perilaku dikenal sebagai kondisi 

yang diperlukan. Hukum harus dapat dikomunikasikan hanyalah salah satu 

prasyarat yang harus dipenuhi. Karena sikap merupakan kesiapan mental 

seseorang untuk memberikan pandangan baik atau buruk, yang kemudian 

diwujudkan dalam tingkah laku yang sebenarnya, maka komunikasi hukum 

lebih menekankan pada sikap. Kesulitan akan muncul jika pesan tersebut 

tidak dapat secara langsung menjawab permasalahan yang dialami sasaran 

komunikasi hukum. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak berdampak 

sama sekali atau bahkan berdampak merugikan. Hal ini disebabkan karena 

kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan tidak dipahami sehingga dapat 

menimbulkan stres, tekanan, atau bahkan konflik.
5
 Konsekuensinya, hukum 

atau sistem hukum berfungsi sebagai landasan standar untuk menilai interaksi 

dan perilaku manusia. Banyak kekuatan atau faktor sosial dan individu 

                                                           
5 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti h.11. 
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berdampak pada cara kerja hukum. Institusi hukum maupun masyarakat 

sebagai sasaran hukum dipengaruhi oleh faktor sosial dan personal. Last but 

not least, hukum tidak bisa menjadi satu-satunya kekuatan yang bertanggung 

jawab untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum hanyalah salah 

satu dari banyak kekuatan sosial dan pribadi yang membentuk perilaku 

masyarakat. 

B. Teori Fungsi Hukum 

Penggunaan hukum untuk melaksanakan reformasi masyarakat 

(rekayasa sosial). Penggunaan prosedur hukum untuk melaksanakan rekayasa 

sosial adalah signifikan, khususnya ketika melibatkan perubahan yang 

diinginkan atau direncanakan. Proses rekayasa sosial membutuhkan pelopor 

perubahan, atau sekelompok pelopor perubahan, yang dapat dihormati oleh 

masyarakat sebagai pimpinan dari satu atau lebih lembaga sosial.
6
 

Hukum dalam kapasitasnya sebagai perekayasa sosial harus mampu 

membentuk masyarakat sesuai dengan keinginannya dan harus senantiasa 

berada di bawah kontrol dan pengawasan pihak yang memulai perubahan 

tersebut. Menurut Dror, keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial 

(kehidupan masyarakat) berkaitan dengan dua ciri hukum. Pertama, hukum 

dalam suatu masyarakat adalah hukum di dalam suatu masyarakat sebagai 

suatu kesatuan sebagai suatu sistem yang menyangkut bagian-bagian yang 

selaras satu sama lain dan yang keluar adalah yang di dalam, menurut asas 

                                                           
6 Soejono Soekanto, 1988, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Penrbit Rajawali 

Pers, h. 107. 
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hukum ini. kondisi yang selaras dengan totalitas jaringan hubungan internal 

saat ini.
7
  

Proses dan institusi yang digunakan dalam penciptaan, penerapan, dan 

implementasi hukum merupakan bagian integral dari budaya sosial yang lebih 

besar dan merupakan subsistem di dalam kerangka itu. Kedua, hukum 

merupakan komponen yang selalu meresap dan masuk ke dalam setiap pranata 

sosial yang telah ada dan kemudian selalu berperan di dalam setiap pranata 

tersebut. Memang ada peluang untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk 

mempengaruhi perubahan sosial dengan mengatur dan mempertahankan 

kehidupan masyarakat. 

Salah satu teori terpenting dalam ilmu hukum adalah teori perubahan 

sosial yang berkaitan dengan bidang hukum. Perubahan sosial berdampak 

pada perubahan di bidang hukum, begitu pula sebaliknya, sedangkan 

perubahan hukum juga berdampak pada perubahan sosial. Akibatnya, terjadi 

interaksi antara perubahan sosial dan sektor hukum. perubahan sosial yang 

dapat dipengaruhi oleh perubahan hukum. 

Menurut salah satu fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai sarana 

perubahan sosial, perubahan hukum juga membawa dampak perubahan sosial. 

Istilah "hukum adalah sarana masyarakat rekayasa" (juga dikenal sebagai "alat 

rekayasa sosial") pertama kali digunakan oleh sarjana hukum terkenal 

                                                           
7 Yehezkel Dror, 1971Law and Social Change, dalam joel 13. Grossmon – Mary 

H.Grossman, Law and Change in Modern America, Cal :Goodyear Publishing inc, Pacific 

Palisades, h. 36 – 39. 
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Amerika Roscou Pound.
8
 Untuk melaksanakan perubahan sosial terencana 

yang diputuskan oleh pemerintah, fungsi ini mengarahkan penggunaan 

hukum. Fungsi keempat dan kelima hukum adalah memelihara masyarakat 

dan mengawasi penguasa. 

Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat selalu menempatkan 

perilaku seseorang dalam konteks sistem sosial yang lebih besar, yang 

memiliki subsistem yang membentuk suatu unit hirarkis. Sebagai subsistem 

sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi, mengontrol perilaku 

individu dalam memenuhi kebutuhan, dan menghentikan berkembangnya 

konflik dan isu-isu lain yang akan menghambat efisiensi interaksi sosial dan 

produktivitas masyarakat. Hukum berdampak pada ketentuan norma-norma 

yang mengatur tindakan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. 

Regulasi diperlukan dalam kehidupan ekonomi untuk mencegah tindakan 

perang, memberikan keamanan dan perlindungan bisnis, atau meningkatkan 

cara penerapan kesejahteraan publik. 
9
 

Peran integrasi yang dimainkan oleh hukum sangat penting karena 

masyarakat berubah dalam konteks kecil seperti perencanaan pembangunan 

ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai landasan bagi kerangka kebijakan 

ekonomi atau sebagai sumber perlindungan hukum bagi setiap munculnya 

hubungan hukum atau peristiwa sosial. Selain memberikan prediktabilitas 

kepada pelaku ekonomi dalam rangka mengelola usahanya, legalitas 

                                                           
8  Munir Fuadi, Grand Theories (Grand Theory) in Law, Kencana Prennamdeia 

Group, Jakarta, 2013, h. 248. 
9 Suteki,Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya 

Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Disertasi UNDIP, 17 Mei 2008, h. 136-140 
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memberikan legitimasi pada fungsi rekayasa sosial, fungsi hubungan dan atau 

peristiwa hukum, serta fungsi integrasi hukum.  

Pemenuhan kebutuhan manusia yang produktif atau konsumtif serta 

eksplorasi sumber daya alam yang terbatas akan dikontrol, diatur sedemikian 

rupa (distribusi), dan diadakan kontrak untuk hal-hal yang selalu berjalan di 

atas rel.dikendalikan oleh kontrol sosial, kepentingan umum, kesopanan, dan 

adat istiadat, serta oleh perantara kekuasaan yang dapat diandalkan. 

Ubi societas ibi ius, atau hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. 

Struktur kekuatan sosial adalah hubungan yang signifikan antara keduanya. 

Kemampuan tipologi hukum untuk mengontrol masyarakat melalui suatu 

kekuasaan berdampak signifikan terhadap bagaimana fungsi hukum 

dijalankan. Apa yang dimaksud dengan "hukum (tertulis) tanpa kekuatan"? 

Sebagai landasan pemikiran tentang bagaimana menghakimi dan bagaimana 

hukum berfungsi.
10

   

 

C. Jenis dan Metode Pembayaran dalam Jual Beli  

1. Jenis – jenis Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam. Jual beli yang sah menurut hukum 

dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli itu ada tiga 

macam : jual beli benda yang keliahatan (dapat disaksikan langsung), jual 

                                                           
10 FX Adji Samekto, Relasi Hukum dengan Kekuasaan, Suara Merdeka, Senin 1 Mei 

2023. 
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beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak 

ada (tidak dapat disaksikan secara langsung).
11

 

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu: 
12

 

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah 

atau kendaraan. Jual beli seperti ini boleh berdasarkan kesepakatan 

para ulama. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual 

beli seperti ini disebut dengan akad salam (pemesanan), yaitu jual beli 

barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya 

dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini 

hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang 

yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan 

dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat 

perjanjian. 

c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli 

demikian tidak sah, dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak 

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut 

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat 

menimbulkan kerugian salah satu pihak. Menurut jumhur ulama dari 

kalangan sahabat dan tabi’in selain madzhab Hanafi. Sementara itu, 

merugikan dan menghacurkan harta benda seseorang tidak 

                                                           
11  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.75-77. 

   12. Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi'i (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618. 
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diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad syarbini 

khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang 

berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan 

perbuatan ghoror. 

Dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib : Rasulullah Saw. 

Bersabda : “Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum 

hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.” 

Maka dalam hal ini, Rasulullah telah melarang jual beli gharar yaitu 

yang masih bias antara ada atau tidak ada. 

2. Pembayaran dalam Jual Beli 

1) Pengertian Sistem Pembayaran dalam Jual Beli 

Sistem pembayaran adalah “suatu sistem yang melakukan 

pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis 

yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan 

instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang 

dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan 

lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara”.
13

 

Sedangkan sistem pembayaran menurut Bank Indonesia adalah 

sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu 

pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem 

pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring, dan setelmen. Dalam 

prakteknya, kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga 

                                                           
13. Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasiya di Indonesia. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 121. 
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yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun 

penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, 

lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan.
14

 

Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus 

mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat 

pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan 

cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, 

khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat mengganggap cek atau giral 

sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai 

atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain 

phone banking, mobile banking, ATM, kartu debet, kartu kredit, smart 

card. Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronis tersebut masih selalu 

terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang 

menggunakannya.  

Dengan semakin majunya teknologi dan  adanya kebutuhan 

akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara 

telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronis yang dikenal 

sebagai Electronic Money (e-money), yang karakteristiknya berbeda 

dengan pembayaran elektronis yang telah disebutkan sebelumnya, 

karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-

money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan on-line secara 

                                                           
14. www.bi.go.id.  Diakses pada 1 Juni 2023. 

http://www.bi.go.id/
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langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan 

pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank). E-money 

merupakan produk stored value dimana sejumlah nilai (monetary 

value) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan 

(prepaid).
15

 

2) Jenis Sistem Pembayaran 

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan  

maju terutama bagi dunia perdagangan. Seiring dengan perkembangan 

alat pembayaran di era modern, maka terdapat dua macam alat 

pembayaran, yakni: 

a) Alat Pembayaran Tunai (Cash Based) 

Alat pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal 

(uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting 

khususnya untuk transaksi kecil. 

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki 

kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya 

pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu 

belum lagi memperhitungkan efisiensi waktu pembayaran. Misalnya, 

ketika anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran 

yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian panjang, dan 

sebagainya. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah 

                                                           
15. Bank Indonesia. Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga 

Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai. Bank Indonesia, h.4. 
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besar juga mengandung resiko seperti: pencurian, perampokan dan 

pemalsuan uang. 

 Contoh gambar alat pembayaran tunai: 
16

 

 

b) Alat Pembayaran Non Tunai (Non Cash) 

Pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim 

dipakai masyarakat, seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), 

misal cek dan bilyed giro. Selain itu dikenal juga alat transaksi 

pembayaran paper less, seperti transfer dana elektronik dan alat 

pembayaran memakai kartu (card- based), misal: ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri), Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar. 

  

                                                           
16. http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+tunai/gambar 

Diakses pada 1 Jui 2023. 

http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+tunai/gambar


30 

  

 

 

Contoh gambar alat pembayaran non tunai:
17

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya berkembang instrument pembayaran yang berbasis 

kartu (APMK) sejalan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, 

instrument pembayaran berbasis kartu yang telah berkembang dengan 

berbagai variannya. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM/debit5, dan kartu 

prabayar (e-money).
18

 

 

D. Pengertian QRIS Menurut Hukum Positif  

1. Pengertian QRIS 

Dalam Panduan Bank Indonesia tentang QRIS dikatakan bahwa : 

“Quick Respone Code Indonesia Standard atau biasa disingkat 

QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. 

QRIS dikembangkan oleh industry sistem pembayaran bersama dengan 

Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, 

                                                           
17.http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kart

u+cek+bilyetgiro+notadebet. Diakses pada 1 Juni 2023. 
18. Aulia Pohan, Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 59. 

http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kartu+cek+bilyetgiro+notadebet
http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kartu+cek+bilyetgiro+notadebet
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cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib 

menerapkan QRIS. QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah standar 

QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang 

dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI)”.
19

 

Inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek 

ekonomi digital, termasuk sector pembayaran. Salah satu inovasi yang 

berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran 

berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran 

tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan 

inklusif, dan memajukan UMKM.
20

 

Standar Nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi 

teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code 

yang berpotensi menimbulkan fregmentasi baru di industry sistem 

pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. QRIS disusun dengan 

menggunakan standar internasional EMV Co. Standar ini di adopsi untuk 

mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat open source. Serta 

mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan 

interporebilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar 

negara. Adapun dasar hukum dari QRIS yaitu Peraturan Anggota Dewan 

                                                           
19    https://www.bi.go.id/id/sistem -pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx diakses pada 

tanggal 1 Juni 2023. 
20. Josef Evan Sihaloho,dkk, ”Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response 

Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, Jurnal Manajemen Bisnis 17, no. 2 

(2020), h.294. 

https://www.bi.go.id/id/sistem%20-pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx
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Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Respone Code untuk Pembayaran. 

b. QRIS Dalam Tinjauan Hukum Positif 

Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai akhirnya Bank 

Indonesia mengeluarkan produk uang elektronik baru bernama Quick 

Response Code Indonesia Standart (QRIS) dengan tujuan untuk 

menstandarisasi seluruh pembayaran non tunai yang menggunakan QR Code. 

Produk ini merupakan metode pembayaran berbasis QR Code dengan 

menggunakan sistem Merchant Persented Mode (MPM) artinya untuk 

bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di merchant-

merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 

(PJSP). 

Adapun mengenai uang elektronik Bank Indonesia menerbitkan 

Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Untuk memperjelas peraturan itu maka 

diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP yang telah 

diterbitkan di Jakarta, 27 September 2016 Perubahan atas Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan 

Uang Elektronik. Mekanisme penyelenggaraan e money dan e cash ditinjau 

dari Surat Edaran Bank Nomor 18/21/DKSP perihal Penyelanggaraan Uang 

Elektronik adalah sebagai berikut: 

 



33 

  

 

 

1) Prosedur Penerbitan 

Menurut ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

18/21/DKSP, lembaga keuangan yang ingin menjadi penerbit harus 

mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan melalui beberapa tahapan, 

pertama harus melalui tahapan penelitian administrative berupa 

pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, dilanjutkan dengan 

tahapan penelitian lapangan. Setelah itu Bank Indonesia berhak untuk 

memutuskan menyetujui permohonan ataupun menolak permohonan. 

Mengenai prosedur penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik 

dapat dilakukan baik melalui penerbit secara langsung dan melalui agen 

penerbit. Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan 

jumlah nilai uang yang disetorkan berdasarkan ketentuan dan batas 

nominal total nilai transaksi uang elektronik dalam jangka waktu satu 

bulan.
21

 

Penerbitan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) telah 

diluncurkan oleh Bank Indonesia sendiri sebagai metode pembayaran 

digital bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan melakukan pendebitan 

sejumlah nilai uang tunai (cash) ke dalam suatu media elektronik. 

Dalam hal mengenai prosedur penerbitan, penulis berpendapat 

bahwa QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart telah memenuhi 

prosedur penerbitan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

18/21/DKSP. 

                                                           
21. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Electronik Money). 
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2) Redeem 

Redeemability merupakan kewajiban penerbit yang dimaksudkan 

sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, 

baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat 

menukarkan (redeem) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai 

uang baik berupa uang tunai maupun melalui transfer rekening yang 

bersangkutan. 

Proses redeemability merupakan kewajiban Bank Indonesia untuk 

mengembalikan nilai uang elektronik kepada pemegang. Nilai uang 

elektronik dikembalikan pada saat sejumlah nilai uang pada e money dan e 

cash tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri 

penggunaan dan/atau masa berlaku e-money dan e cash telah berakhir. 

Maupun hak tagih yang dilakukan oleh pedagang dari penerbit. 

Redeemability pada e-money tidak dapat dilakukan karena kelalaian 

pemegang misalnya e-money hilang atau dicuri, dan apabila terjadi 

kelalaian yang dilakukan oleh Bank misal terjadi kesalahan pada top up 

sehingga e-money tidak dapat digunakan lagi, maka nilai uang akan 

dikembalikan atau diganti dengan e- money yang baru sesuai prosedur 

yang berlaku. 

3) Mekanisme Pencairan Bagi Pemegang 

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas redeem yang dilakukan 

oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan 

mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut ke rekening pemegang atau 
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memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru. Dalam hal 

ini QRIS telah melakukan mekanisme pencairan sesuai dengan Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP. 

4) Mekanisme Pencairan bagi Pedagang 

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat ditarik oleh 

pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening 

yang dicatat pada Bank milik pedagang digunakan sebagai sarana untuk 

menampung pembayaran dari penerbit atau acquirer setelah dilakukannya 

transaksi antara pemegang dan pedagang. 

Dana pedagang didapat dari transaksi jual beli dengan men top up e-

money atau e-cash yang ada di tangan pemegang ke merchant yang 

dimiliki pedagang. Dalam hal mekanisme pencairan nilai uang elektronik 

yang dimiliki pedagang QRIS telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP. 

5) Ketentuan Nilai Uang Elektronik 

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara 

elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan 

transaksi pembayaran dan/atau transper dana.
22

 

Nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada 

penerbit bukan merupakan simpanan. Dengan demikian, karena tidak 

termasuk simpanan maka uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang 

tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 

                                                           
22. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/11/DKSP tentang Uank Elektronik. 



36 

  

 

 

E. Teori Tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 

/PADG/2019 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No 24/10/PADG/2022 

merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 

24/7/PBI/2022. Untuk mencapai pasar uang yang likuid, efisien, transparan dan 

berintegritas sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional, Bank 

Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan di pasar valuta asing melalui 

penerbitan PBI dan PADG dimaksud. 

Dengan berkembangnya teknologi mempengaruhi besarnya nilai 

transaksi dan mendorong masyarakat dalam menginginkan adanya sistem 

pembayaran yang aman dan lancar.
23

 Maka dari itu, sebagai penyelenggara 

metode transaksi di Indonesia, Bank Indonesia pada bulan Agustus tahun 2019 

menerbitkan kanal pembayaran berbasis server yang terdapat pada Peraturan 

Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 yaitu Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) membahas tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran melalui aplikasi uang 

elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut 

QR Code Indonesian Standard (QRIS). (Dwi Yanti sahriana, 2022).
24

 

                                                           
 23. Putri, N. A. (2020). Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk 

Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 

Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota 

Semarang. In Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak 

Non Profesional (Vol. 53, Issue 9). 

 24. Dwi Yanti sahriana, M. K. rokan. (2022). Analisis Efektivitas Penggunaan Qris (Quick 

Response-code Indonesian Standrd) Untuk Mendukung Paperlsess Di PT. Bank Syariah Indonesia 

Kcp Medan Padang Bulan. Economy and Currency Study (Jecs), 4(2), 4.  
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PADG ini diatur mengenai transaksi di pasar valuta asing terhadap 

rupiah antara bank dan pelaku transaksi yang antara lain mengatur mengenai 

penggunaan kontrak dalam bertransaksi, jenis transaksi, waktu transaksi, 

underlying transaksi, dan penyelesaian transaksi. PADG ini menjadi panduan 

bagi para pelaku transaksi di pasar valuta asing dalam melakukan transaksi. 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 

membahas tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code 

Untuk Pembayaran. Dalam BAB I, pasal 1 dijelaskan mengenai isi dari 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur, sebagai berikut : 1) Gerbang Pembayaran 

Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) 

adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun 

melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk 

mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. 

2) Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. 3) 

Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar 

dalam GPN (NPG). 4) Quick Response Code untuk Pembayaran yang 

selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang 

terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan 

sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan 

memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang 

digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui 

pemindaian. 5) Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code 

Indonesian Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code 
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Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam 

memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. 6) Transaksi QRIS adalah 

transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran 

berdasarkan QRIS. 7) Lembaga Switching adalah lembaga yang 

menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG). 8) Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan 

kegiatan jasa sistem pembayaran. 9) Penerbit adalah penerbit sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai uang elektronik. 10) Acquirer adalah acquirer sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai uang elektronik. 11) Merchant Aggregator adalah pihak 

selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi 

pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada 

pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran. 12) National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat 

NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data 

pedagang (merchant). 13) Pedagang (Merchant) QRIS adalah penyedia barang 

dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS. 14) 

Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi 

QRIS. 
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Selanjutnya, mengenai ruang lingkup penggunaan QR code pembayaran 

yang dijelaskan pada BAB II, Pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) QR Code 

Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu 

pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran. (2) Dalam pemrosesan 

transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak 

yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya. Adapun 

penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dari QR Code Pembayaran dijelaskan 

pada Pasal 3, sebagai beriku : (1) QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code 

Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis. (2) Model penggunaan 

QR Code Pembayaran  terdiri  atas merchant presented mode dan customer 

presented mode. 

Selanjutnya, mengenai Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick 

Response Code Indonesian Standard) yang dijelaskan pada BAB, III Pasal 4 

yaitu sebagai berikut : (1) QRIS sebagai standar nasional QR Code 

Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG). (2) Pengelolaan QRIS 

dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi quick response 

code. (3) QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan 

dalam dokumen QRIS. (4) Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi: (a) quick response code untuk 

pembayaran; (b) interkoneksi; dan (c) teknis dan operasional lainnya. 
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Selanjutnya, dijelaskan kembali dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut : 

(1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud 

memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(3) harus mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  Lembaga Standar. (2) 

Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur 

pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) 

Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh 

Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan 

kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan. 

Selanjutnya, dijelaskan kembali dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut : 

(1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia 

yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. (2) Penerapan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan 

QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk 

menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang 

dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.
1
 

Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan 

data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam 

suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat 

dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat 

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis 

dalam berbagai cara.
2
 

Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan terkait Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS 

dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. 

                                                           
1 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2011), h. 96. 
2 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 26. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat 

dilakukan penelitian.
3
 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeproposalkan, memaparkan 

dan menguraikan hasil penelitian mengenai Faktor penyebab digunakan 

atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI 

terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam 

penggunaan QRIS.  

 

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh.
4
 Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui 

proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden 

di lapangan.
5
 Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak 

                                                           
3 Hardani et al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 

2020), 54. 
4 Ibid.,230. 
5. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia 

UI-Press).h.11. 
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digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang 

di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. berupa 

hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun sumber 

data primer dalam penelitian ini wawancara kepada Bapak Dharma 

Setyawan, M.A selaku Founder PAYUNGI, Bapak Sauban selaku 

penggerak PAYUNGI, para pedagang yang menggunakan dan tidak 

menggunakan QRIS yaitu Ibu Elia,  Ibu Tri Utami,  Zuli Nur Zaka 

Raharja, Kak Edi Susilo  dan  Bapak Najib dan pengunjung  PAYUNGI 

yang  Menggunakan  dan  tidak  Menggunakan  Yaitu Lidia Tri Rahmi,  

Kak Wahyu,  Kak Ajeng Novi, dan Pak Joko, Kak Vivi  Nurhalimah. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil 

mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder 

sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan 

data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang 

mendukung penelitian ini.
6
 Sumber data sekunder pada penelitian ini 

meliputi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek 

penelitian, buku-buku yaitu Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian & 

Teknik Penyusunan (Jakarta:PT. Rineka Cipta.2011), Aulia Pohan, Kerangka 

Kebijakan Moneter dan Implementasiya di Indonesia. (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008), Aulia Pohan, Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers.2011). Adapun bersumber pada jurnal 

                                                           
6. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105. 
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yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Laporan Survei 

Internet APJII 2019 – 2020”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia, Vol. 2020 (2020). Junita Tobing, Gabriella, Lastuti Abubakar, 

Handayani, Tri, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal 

Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong 

Perkembangan Ekonomi Digital. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 

03 Desember 2021, dan juga bersumber pada aturan hukum yaitu Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang 

Implementasi Standard Nasional Quick Response Code Indonesia dan studi 

dokumentasi berkas-berkas penting dari sumber yang ada. Adapun sumber 

data sekunder tersebut bertujuan untuk menjadikan sumber analisis terhadap 

penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan 

Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) 

dalam penggunaan QRIS.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian 

yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan 
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dalam suatu penelitian.
7
 Wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas 

terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman 

wawancara yang sudah dibuat.
8
 

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Founder PAYUNGI, Bapak Sauban 

selaku penggerak PAYUNGI, para pedagang dan pengunjung PAYUNGI 

terkait dengan pembahasan mengenai faktor penyebab digunakan atau 

tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap 

pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan 

QRIS. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis 

berupa buku, catatan-catatan, akad atau perjanjian berupa kwitansi dan 

sebagainya.
9
 Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang 

validitas atau dasar yang dapat menjadi sumber dalam pengambilan data. 

Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, brosur, buku-buku terkait 

persaingan usaha/bisnis, kemudian undang-undang dan peraturan-

peraturan berkaitan dengan peraturan Gubernur BI. Pada penelitian ini 

teknik dokumentasi dilakukan di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI 

                                                           
7. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta:2007), h. 83. 
8. Suharsimi Arikunto. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, h.199. 
9. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2015), h.217. 
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dan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab 

digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur 

BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam 

penggunaan QRIS. 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam data 

penelitian.
10

 Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua 

fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian 

rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua 

untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita 

dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.
11

  

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya 

mempunyai validitas maka peneliti memilih teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang 

lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembanding terhadap 

data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, 

dan waktu.
12

 Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

                                                           
10. Andi Prastowo. (2012). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: 

Diva Press. h.266. 
11. Lexy J. Moleong, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosdakarya. h.324. 
12. Ibid., h.330. 
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wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.  untuk mengevaluasi 

data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang 

berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang informasi yang 

telah didapatkan agar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang.
13

 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknis adalah pengukuran keandalan data yang 

dilakukan dengan cara menganalisis data dari sumber yang sama dengan 

menggunakan metode yang berbeda.
14

 Untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya informasi diperoleh melalui wawancara, 

kemudian diperiksa melalui survey atau dokumen atau kuisioner, bila 

dengan menggunakan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang 

berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar, atau semuanya mungkin benar dilihat dari sudut pandang 

yang berbeda – beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi dengan adalah teknik untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang 

berbeda.
15

 Untuk itu dalam rangka pengujian kredibiltas data dapat 

dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

                                                           
13. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, h. 274. 
14. Ibid., h. 274. 
15. Djam’an Satori dan Aan komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 171. 
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teknik lain dengan waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara 

berulang – ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah 

menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan 

haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari 

agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan 

teknik analisis induktif.
16

 

Miles and Huberman memukana bahwa dalam aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang secara terus-menerus 

hingga tuntas. Aktivitas dalam analisi da ta adalah data reduction, data display 

dan verification. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini diharuskan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
17

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Model Analisis Data Interatif Miler dan Huberman 

                                                           
16 Kuontoro Ronny, Metode Penelitian, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, h. 231. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Jakarta: 

Alfabeta, 2014)., h.137. 

Pengumpulan Data Penyajian Data  

Verifikasi/ Penarikan 
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Reduksi Data  
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1. Reduksi Data/ Pemilihan Data  

Reduksi data yaitu untuk merangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkepentingan, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diperoleh dari 

lapangan jumlahnya yang cukup banyak yang perlu dicatat secara teliti 

dan rinci.
18

 

Dalam proses reduksi data peneliti juga memilih dan 

memfokuskan data yang akan diteliti dalam tahapan pertama yang penulis 

akan dilakukan adalah memilih, merangkum dan memfokuskan untuk 

berkaitan dalam reduksi data yang akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS 

dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. 

2. Display Data/ Penyajian Data.  

Display data yaitu merupakan proses dalam menyajikan data 

yang setelah dilakukan reduksi data. Dengan demikian maka data yang  

akan dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi dan 

merencanakan kerja yang selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah 

dapat dipahami dan setelah data tentang  Faktor penyebab digunakan 

atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI 

terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam 

penggunaan QRIS. Maka langkah selanjutnya dalam sekumpulan 

                                                           
18 Ibid.,h.135.  
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informasi yang berdasarkan dari hasil reduksi data. Penyajian data maka 

akana bentuk naratif tersebut akan memudahkan penulis dalam 

memahami masalah yang akan terjadi di dalam lapangan.  

3. Verification/Penarikan Kesimpulan 

Pada tahapan penarik kesimpulan yang dilakukam untuk 

memberikan kesimpulam maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan 

dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan 

dipilah maka diterapkan dengan cara berikut ialah ditarik kesimpulan. 

penggunaan metode deduktif ialah merupakan menarik garis besar yang hal 

umum ke hal yang khusus. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi 

mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan 

efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo 

Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. maka dilakukan melalui 

reduksi data, penyajian data dan verification/penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) 

Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) merupakan pasar tradisional 

seperti pasar pada umumnya yaitu ada pedagang dan ada pembeli tetapi salah 

satu yang membedakan antara Payungi dengan pasar pada umunya adalah 

pasar Payungi memberikan kesan bersih rapi dan jauh dari kata pasar yang 

sering dikenal dengan kekumuhannya. Yang lebih menarik lagi adalah pasar 

payungi ini di bangun dengan kerjasama antar warga yaitu gotong royong 

yang merupakan persatuan dari kelurahan Yosomulyo khususnya RW 07 

dengan jumlah 3 RT yaitu RT 19, RT 20 dan RT 21.
1
 

Kelurahan Yosomulyo merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

bagian terluas di Metro Pusat dengan luas berkisar 3, 37 km2 dengan 

pembagian RW sebanyak 14 dan RT 44. Sebagian besar penduduk adalah 

suku Jawa, diikuti oleh suku Lampung. Mata pencaharian penduduk beraneka 

ragam antara lain wiraswasta, buruh, industri kecil, pertukangan, sektor 

informal, jasa dan pensiunan.
2
 

Sejarah Pasar Yosomulyo Pelangi berawal dari ide kreatif yang di 

munculkan oleh bapak Dharma Setyawan M.A., yang merupakan penggerak 

wisata Ayo ke Dam Raman dan juga seorang Dosen di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kota Metro, awal mulanya payungi terinspirasi dari wisata 

                                                           
1. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder / Penggerak 

PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023. 
2. https://an-nur.ac.id/pasar-yosomulyo-pelangi-destinasi-wisata-dan-edukasi-di-kota-

metro/. Diakses pada 13 Juni 2023. 

https://an-nur.ac.id/pasar-yosomulyo-pelangi-destinasi-wisata-dan-edukasi-di-kota-metro/
https://an-nur.ac.id/pasar-yosomulyo-pelangi-destinasi-wisata-dan-edukasi-di-kota-metro/
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yang berada di jawa barat yaitu wisata papringan, wisata kuliner yang 

tepatnya dibawah pohon bambu yang banyak diminati oleh wisatawan.Lebih 

tepatnya Pasar Yosomulyo Pelangi di gelar di pemukiman warga setempat.  

Awal pengembangan Payungi yaitu menggerakan masyarakat dan 

pemuda karang taruna RW 07 dengan kreatifitas dari pembentukan kampung 

pelangi sebelum diadakan pasar tradisional, yaitu dengan mengecat rumah-

rumah warga untuk dijadikan sebagai spot foto yang kemudian disusul 

dengan ide kreatif seperti festival permainan tradisional yaitu memunculkan 

kembali permainan- permainan tradisional yang lama telah hilang, tujuannya 

adalah menjauhkan anak-anak dari ketergantungan terhadap gadget. Festival 

permainan pertama dimunculkan kembali pada 17 Agustus 2018 bertepatan 

dengan hari Kemerdekaan yang disusul dengan pembentukan dan lounching 

Pasar Yosomulyo Pelangi atau yang sering dikenal dengan Payungi pada 

tanggal 28 Oktober 2018 diresmikan oleh Wali Kota Metro bapak Ahmad 

Pairin S.Sos.
3
 

Pasar ini merupakan hasil kerjasama antara Generasi Pesona 

Indonesia (Genpi) Lampung, sebuah komunitas pecinta pariwisata, dengan 

masyarakat Yosomulyo. Pasar ini juga didukung oleh pemerintah kota dan 

beberapa pihak lainnya. Tujuan dari Pasar Payungi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, dan 

mengedukasi pengunjung tentang budaya dan lingkungan. 

                                                           
3. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder / Penggerak 

PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023. 
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Pendirian Pasar Yosomulyo Pelangi atau yang biasa disebut 

PAYUNGI adalah gagasan dari masyarakat Yosomulyo diantaranya bapak 

Dharma Setyawan, bapak Ahmad Tsauban, Bapak Asep Hidayat serta 

masyarakat lainnya, berawal dari gagasan tentang konsep pembangunan desa 

yang lebih indah, dengan mengecat jalan dan dinding rumah, setelah banyak 

terunggah disosial media sehingga banyak orang yang datang hanya untuk 

sekedar berfoto selfi. 

Melihat banyaknya pengunjung yang datang, pada akhirnya timbul 

pemikiran tentang sebuah pasar digital yang digagas oleh Genpi Lampung, 

Komunitas Yosomulyo Pelangi, Pojok Buku Cangkir, Nuwobalak.id, Risma 

Sabili Mustaqim dan relawan perguruan tinggi terbentuklah Pasar Yosomulyo 

Pelangi (PAYUNGI). Walaupun keraguan tentang berjalan atau tidaknya pasar 

masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang nantinya akan memajukan 

pasar tersebut. Namun dalam hal ini para founder Payungi memberikan 

keyakinan kepada masyarakat yang berdagang, jika barang dagangan tidak 

terjual maka akan dibeli oleh pihaknya sebagai ganti rugi.
4
 

Pasar tradisonal masyarakat yang memberikan informasi digital 

Payungi yang mempunyai makna memayungi dan melindungi pengunjung 

dari terik matahari dan hujan. Sebuah gagasan pasar untuk memihak kepada 

pasar warga (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat) yang selama ini 

dipinggirkan oleh arus pasar modern milik segenlintir orang. 

                                                           
4. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan dan Kak Iqbal Baihaqi selaku 

Founder / Penggerak PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023. 
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Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) yang terletak dijalan Kedondong 

RW 07 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, yang 

buka pada setiap hari minggu pada pukul 06.00-11.00 dan buka setiap hari 

pada bulan ramadhan pukul 03.00-18.30. Pasar Yosomulyo Pelangi yang telah 

diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2018 saat lounching pasar ini sangat di 

respon positif oleh masyarakat dengan terbukti dikunjungi sekitar 2000 

pengunjung. Dalam tiap minggu omset pasar berkisar 40-45 juta rupiah, 

dalam satu bulan artinya uang yang masuk berkisar 160 juta rupiah dan terus 

meningkat. Kondisi tersebut terjadi disaat sebelum datangnya pandemi virus 

Covid -19.
5
 

Pasar tradisional Payungi adalah pasar yang meyajikan makanan dan 

jajanan tradisional khususnya berbahan dasar singkong seperti lemet, gethuk, 

tiwul, gatot, sawut, cemplon, combro, iwel-iwel, keripik singkong, tape, 

singkong keju dan bolu singkong dan makanan tradisional dari bahan-bahan 

lainnya, tidak hanya itu juga terdapat penjual souvenir seperti gantungan 

kunci, kerajinan tangan, stiker payungi, pupuk oraganik dan lain sebagainya. 

Selain menjual makanan tradisional di atas Payungi juga melstarikan 

permainan tradisional dan membangkitkan tradisi budaya seperti tari, 

gamelan, wayang kulit dan dongeng anak. Disamping itu juga terdapat 

wahana bermain yang bisa dinikmati oleh pengunjung pasar seperti lempar 

pisau, panahan, flaying fox, taman kelinci, serta terdapat spot-spot foto yang 

cantik dan menarik. 

                                                           
5. Ibid., 11 Juni 2023. 
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B. Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS 

oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) 

Mengenai implementasi kebijakan QRIS yang tertuang dalam PADG 

Implementasi QRIS dibuat sebagai ketentuan hukum penggunaan QRIS yang 

telah hadir di Indonesia sebagai standar pembayaran yang menggunakan 

Kode-QR di Indonesia. Peraturan ini telah ditetapkan Bank Indonesia, 

berguna untuk memfasilitasi segala transaksi pembayaran yang berbasis 

kode-QR di Indonesia. Munculnya QRIS dan berbagai sistem teknologi 

pembayaran yang ada merupakan bentuk fasilitas ekonomi yang hadir secara 

inklusif dan memberikan banyak peluang di era ekonomi sebelumnya, yang 

tidak mampu menjawab permasalahan yang ada.
6
 

Pembayaran non tunai telah menjadi alternatif yang populer bagi 

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, terutama di era digital 

seperti sekarang. Di Indonesia, sejak diperkenalkannya Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran noni tunai pada 

tahun 2018, penggunaan QRIS semakin populer dan menyebar ke seluruh 

daerah, termasuk Kota Metro. 

Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi penggunaan QRIS 

dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong penggunaan 

sistem pembayaran non tunai. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi 

ekonomi, pembayaran non tunai dan QRIS sebagai salah satu sistem 

pembayaran non tunai menjadi semakin penting untuk mendukung transaksi 

                                                           
6. Wirabrata, A. (2016). Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan 

Ekonomi. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8 (17), 13-16. h. 14. 
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keuangan yang efisien dan aman. Oleh karena itu, analisis perkembangan 

penggunaan QRIS di Kota Metro menjadi sangat relevan dan penting untuk 

dilakukan. Namun, penggunaan QRIS di Kota Metro masih relatif baru dan 

masih perlu dianalisis perkembangannya sertai faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Dikarenakan fakta yang terjadi di lapangan masih banyak 

yang belum mengenali QRIS apalagi kebijakan seperti PADG yang 

menanungi QRIS. 

Dalam hal ini peneliti akan melihat implementasi dari adanya 

Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. 

Yang mana di dalamnya sudah memuat tentang kewajiban dalam penggunaan 

QRIS di setiap transaksi pembayaran. Selanjutnya, sesuai mengacu pada 

aturan yang terdapat di PADG Pasal 6, yang menyebutkan bahwa QRIS wajib 

digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi 

dengan QR Code Pembayaran.
7
 Sehingga hal ini sangatlah tidak tepat, 

melihat kegunaan PADG sendiri merupakan peraturan yang telah mengikat 

seluruh lembaga yang melaksanakan ketentuan dari isi kebijakan tersebut. 

Kehadiran PADG bukan sebagai peraturan yang hanya bersifat voluntary rule 

(peraturan bersifat sukarela) saja, melainkan telah ditegaskan bahwa PADG 

merupakan peraturan pelaksana yang mengikat setiap lembaga untuk 

mematuhi kebijakan yang ada di dalamnya. 

                                                           
7. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Pasal 6. 
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Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital di masa sekarang 

ini memiliki beberapa faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi 

preferensi atau kepentingan pengambilan keputusan konsumen yaitu pada 

saat melakukan transaksi non tunai (dalam hal ini masyarakat Indonesia), 

yaitu kenyamanan yang dirasakan, tingkat kepercayaan, pendapatan dan 

risiko serta faktor lainnya. Bank dan non bank sebagai lembaga pengelola 

sistem pembayaran di Indonesia mengembangkan sistem pembayaran non 

tunai dalam jumlah besar, dan cukup banyak direspon oleh masyarakat.
8
 

Dilihat dari sisi kemudahan saat bertransaksi, metode pembayaran 

QRIS cukup mudah digunakan, konsumen hanya perlu memindai barcode 

yang disediakan oleh pedagang/merchant, lalu memasukan nominal dan pin. 

Hal ini terlihat jelas mempercepat proses pembayaran. Selain itu terdapat 

potongan harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa dompet digital seperti 

Gopay, LinkAja, Dana, OVO dan lain-lain, ketika bertransaksi menggunakan 

QRIS, sehingga ini akan mendorong ketertarikan konsumen untuk mencoba 

metode pembayaran QRIS. Berangkat dari hal tersebut ini menandakan 

bahwa perkembangan pembayaran digital di Kota Metro khususnya yang 

terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), dirasakan manfaatnya pada 

saat pandemi dan pasca pandemi oleh pedagang dan juga konsumen dalam 

melakukan transaksi sehingga jumlah pengguna metode pembayaran QRIS 

menjadi cukup signifikan, terlihat dari sebagian besar responden yang 

                                                           
8. Oktoviana Banda Saputri, (2020). Preferensi Konsumen dalam menggunakan Quick 

Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital. Kinerja, 17(2),h. 

237-247. h.238. 
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mendapatkan manfaat dari segi kecepatan, keamanan, efisien dan efektif saat 

melakukan transaksi pembayaran digital. 

Berikut ini merupakan beberapa hasil dari wawancara yang telah 

peneliti lakukan, adapun tahap wawancara yang pertama yaitu kepada 

Founder PAYUNGI Kota Metro yaitu dengan Bapak Dharma Setyawan M.A., 

guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai 

berikut :
9
 Bahwasanya mengenai Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019, beliau menjelaskan sudah mengetahuinya, namun lebih jelasnya 

mengenai bunyi aturannya tidak begitu paham. Mengenai implementasi Pasal 

6 Ayat (1) belum sepenuhnya diterapkan. Sejauh ini dalam praktiknya baik - 

baik saja namun dalam hal ini masih terdapat kendala yaitu adanya 

pengunjung yang tidak semuanya paham dengan sistem pembayaran digital. 

Selanjutnya mengenai pengaruh terhadap pedagang yang sudah 

menggunakan sistem pembayaran QRIS yaitu masih belum terlihat 

dikarenakan masih sebagian pedagang yang mengaplikasikannya. 

Selanjutnya, mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS sangat 

menyetujuinya karena PAYUNGI pada akhirnya terbantu pada proses 

transaksi jual beli  lebih cepat serta aman karena terhindar dari penipuan uang 

palsu, serta sistem pembayaran dengan sistem ini terlihat keren dan dapat 

langsung di scan barcode saja.
10

 

Sedangkan mengenai faktor dari pedagang yang tidak menggunakan 

QRIS adalah kondisi ekonomi yang belum mendukung untuk memiliki 

                                                           
9. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder Payungi Kota 

Metro, (Tanggal 11 Juni 2023). 
10. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan. 
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smartphone ataupun untuk membeli kuota, sehingga hal tersebut 

memungkinkan untuk melakukan transaksi secara manual. Pertanyaan 

terakhir mengenai efektifitas, beliau menjelaskan bahwa dirasa masih kurang 

efektif, karena masih minim dalam tindakan sosialisasi maupun pemberian 

alternatif untuk tindakan langsung mengenai transaksi yang dilakukan secara 

digital (QRIS), ataupun dalam hal ini harusnya pihak BI memberikan 

sosialisasi serta upaya penanganan bagi UMKM yang mengalami berbagai 

permasalahan saat memilih untuk menggunakan sistem pembayaran digital. 

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada Penggerak 

Payungi Kota Metro yaitu dengan Kak Iqbal Baihaqi, guna mencari informasi 

yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
11

 Bahwasanya 

mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan sudah 

mengetahuinya, namun lebih jelasnya mengenai bunyi aturannya tidak begitu 

paham. Mengenai implementasi Pasal 6 Ayat (1), masih belum diterapkan 

secara keseluruhan oleh para pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi. Serta 

dalam praktiknya belum maksimal dikarenakan masih terdapat pedagang 

yang belum menggunakan QRIS. Dan juga mengenai aturan tersebut, kondisi 

di PAYUNGI bahwa SDM-nya masih belum memadai, serta hanya opsi untuk 

digunakan sehingga jika tidak digunakan oleh pedagang pun tidak menjadi 

masalah. 

                                                           
11. Hasil Wawancara dengan Kak Iqbal Baihaqi selaku Penggerak Payungi Kota Metro, 

(Tanggal 11 Juni 2023). 
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Adapun mengenai faktor dari digunakan QRIS oleh pedagang adalah 

dikarenakan berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi serta 

minat konsumen, namun untuk penggunaannya hanya menjadi pilihan sistem 

pembayaran kepada pihak konsumen. Sedangkan faktor dari tidak 

digunakannya sistem pembayaran QRIS oleh pedagang di PAYUNGI adalah 

dikarenakan beberapa kondisi pedagang yang masih gagap teknologi (gaptek) 

dalam menggunakan smartphone (ponsel pintar) sehingga terkesan 

menyulitkan. Padahal sebenarnya semua pihak pedagang di PAYUNGI sudah 

didaftarkan akses untuk menggunakan QRIS, serta para pedagang juga sudah 

memiliki rekening dan ATM. Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan 

efektivitas, beliau menjelaskan bahwa dirasa masih kurang efektif karena 

pada praktiknya belum banyak yang bisa menggunakan QRIS terutama para 

pedagang yang lansia.
12

 

Tahap wawancara yang kedua yaitu kepada beberapa pihak pedagang 

yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro, salah satunya 

dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja, hal demikian dilakukan guna mencari 

informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
13

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau 

menjelaskan bahwa belum mengetahuinya. Lalu pendapat mengenai adanya 

penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi, merasa terbantu karena lebih 

mempermudah dalam melakukan transakasi pembayarannya, namun untuk 

                                                           
12. Hasil Wawancara dengan Kak Iqbal Baihaqi. 
13. Hasil wawancara dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja selaku Pedagang yang Belum 

Menggunakan QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023). 
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mengikuti dan melaksanakan penggunaan QRIS dirasa belum bisa 

dikarenakan kondisi pedagang yang sudah dalam kondisi lansia dan terdapat 

pedagang lainnya juga dirasa masih kesulitan untuk menggunakan QRIS 

dikarenakan mereka membutuhkan perputaran uang secara cash guna 

keperluan kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Dan juga QRIS bisa menjadi 

pilihan bagi pedagang yang masih muda (milenial).  

Selanjutnya, beliau menjelaskan mengenai faktor digunakannya QRIS 

oleh pedagang adalah memudahkan transaksi pelaku UMKM menjadi lebih 

ringkas. Semisal disaat ada pengunjung yang tidak bawa dompet, maka dapat 

menggunakan rekening. Sedangkan faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh 

pedagang adalah dirasa kesulitan dikarenakan kondisi yang sudah lansia, dan 

bisa juga dapat menjadi alternatif bagi pedagang yang generasi sekarang 

(mileneal). Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau 

menjelaskan bahwa jikalau diwajibkan dalam penggunaan QRIS benar-benar 

diterapkan, maka dirasa kurang efektif dikarenakan sudah lansia sehingga 

memiliki kekurangan dalam pemahaman guna mengerti teknologi.
14

 

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada 

pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Ibu Tri Utami, hal demikian dilakukan guna mencari informasi 

yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
15

 Bahwasanya 

mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa 

                                                           
14. Hasil wawancara dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja. 
15. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami selaku Pedagang Pengguna QRIS di Payungi 

Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023). 
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sudah mengetahuinya, tetapi tidak mengetahui isi dari Pasal tersebut, hanya 

mengetahui dari pihak PJSP yang sudah melakukan sosialisasi terkait 

penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi. Selanjutnya mengenai 

pendapat beliau mengenai adanya penggunaan QRIS, bahwa penggunaan 

QRIS lebih memudahkan karena tidak perlu mencari kembalian uang 

recehan, sehingga lebih ringkas dan cepat dalam memberikan pelayanan 

kepada konsumen. 

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai faktor digunakannya QRIS 

oleh pedagang adalah dalam penggunaan QRIS bagi yang sudah paham 

sebenarnya pedagang dan juga konsumen lebih terbantu dan dimudahkan 

dalam setiap transaksinya, tidak perlu membawa uang banyak, tidak ribet 

membawa uang recehan dan hanya tinggal scan saja. Sedangkan faktor dari 

tidak digunakannya QRIS adalah karena belum memahami cara 

menggunakannya, yang kebanyakan alasan dari pedagang yaitu dirasa 

membuat sulit hal demikian terjadi dikarenakan belum terbiasa.
16

 Dan 

pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih 

belum dirasa benar-benar efektif karena masih belum terbiasa, sebenarnya 

dalam praktiknya hanya perlu men-scan barcode yang tertera pada stand 

pedagang sehingga lebih cepat karena tidak perlu menyiapkan uang 

sisa/kembalian seperti uang recehan. Dan dapat membantu mempercepat dan 

juga mendukung progam pemerintah dalam kemajuan teknologi.
17

 

                                                           
16. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami. 
17. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami. 
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Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan dengan kepada 

pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Ibu Elia Endang Susilowati, hal demikian dilakukan guna 

mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
18

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code 

untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui dari adanya 

peraturan hukum tentang  implementasi  QRIS untuk pembayaran melalui 

adanya sosialisasi dari pihak BI. Selanjutnya, mengenai adanya praktik dari 

penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah dirasa lebih 

memudahkan untuk melakukan pembayaran, pastinya lebih aman dari 

penipuan uang palsu. 

Selanjutnya, mengenai faktor digunakannya QRIS oleh pedagang, 

beliau menjelaskan bahwa lebih memfikirkan adanya pemberian berupa 

fasilitas dalam aspek pembayaran kepada konsumen, sehingga dapat 

memungkinkan transaksi menjadi melalui QRIS dapat lebih cepat dan aman. 

Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau 

menjelaskan bahwa sudah dirasa sudah efektif, dikarenakan juga sudah 

adanya  peraturan gubernur Bank Indonesia yang mana bertujuan untuk 

memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, sehingga dirasa lebih 

cepat dan tidak khawatir akan kehilangan uang.
19

 

                                                           
18. Hasil wawancara dengan Ibu Elia Endang Susilowati selaku Pedagang Pengguna QRIS 

di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023). 
19. Hasil wawancara dengan Ibu Elia Endang Susilowati. 
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Selanjutnya wawancara keempat yang dilakukan dengan kepada 

pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Kak Edi Susilo, hal demikian dilakukan guna mencari informasi 

yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
20

 Bahwasanya 

mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa 

belum mengetahui adanya peraturan hukum tentang Implementasi QRIS 

untuk pembayaran pada pedagang, selanjutnya mengenai pendapat dari 

adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah lebih 

memudahkan karena tidak perlu membawa uang berlebih ketika ingin 

membeli sesuatu, hanya dengan melihat saldo kemudian melakukan 

pembayaran dengan melalui QRIS.  

Selanjutnya, mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh 

pedagang adalah karena bisa menjadi pilihan uang tersebut guna untuk 

menyimpannya secara digital (ditabung). Sedangkan mengenai faktor 

penyebab dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah karena pihak 

konsumen yang datang ke Pasar Yosomulyo Pelangi masih belum mengerti 

dan mau untuk menggunakan sistem pembayaran secara digital (QRIS) 

tersebut, bisa jadi dengan alasan bahwa ada konsuumen yang acuh terhadap 

kemajuan teknologi, kendala pada jaringan kuotanya, tidak adanya saldo 

digital, ataupun dikarenakan tidak semua konsumen yang datang adalah kaum 

milenial. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan 

                                                           
20 Hasil wawancara dengan Kak Edi Susilo selaku Pedagang yang belum Menggunakan 

QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023). 



65 

 

 

 

bahwa sudah dirasa efektivitas, melaui adanya Peraturan BI tentang 

Implementasi QRIS maka dalam hal ini disambut baik bagi pedagang yang 

mileneal / masih muda.
21

 

Selanjutnya wawancara kelima yang dilakukan dengan kepada 

pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Bapak Najib, hal demikian dilakukan guna mencari informasi 

yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut:
22

 Bahwasanya 

mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa 

tidak/belum mengetahui dari adanya peraturan hukum tentang penggunaan 

QRIS untuk saat ini belum maksimal, terpakai karena kebanyakan pedagang 

juga jarang yang make QRIS. Selanjutnya, pendapat dari adanya penggunaan 

QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah sebenarnya jika digunakan akan 

mempermudah pelayanan kepada konsumen, namun hal demikian kembali ke 

sikap dari konsumen yang masih enggan untuk melakukan pembayaran 

dengan melalui QRIS / scan barcode, dan dalam hal ini hanya orang-orang 

tertenu saja yang memakai pembayaran melalui QRIS.  

Selanjutnya, mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh 

pedagang adalah dalam hal perputaran uangnya lebih terlihat efisien dan uang 

yang masuk ke saldo pedagang adalah uang resmi dari BI yang artinya aman 

dari terjadinya penipuan uang palsu. Sedangkan faktor dari tidak 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan alasan bahwa pihak 

                                                           
21. Hasil wawancara dengan Kak Edi Susilo. 
22. Hasil wawancara dengan Bapak Najib selaku Pedagang yang belum Menggunakan 

QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023). 
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konsumen yang masih banyak yang kurang tertarik dengan pembayaran 

melalui QRIS, serta para pedagang lainnya masih banyak yang belum 

menggunakan pembayaran melalui QRIS. Dan pertanyaan terakhir mengenai 

pembahasan efektivitas, beliau menjelaskan bahwa secara efektivitas masih 

belum efektif karena belum optimal, masih terdapat beberapa kendala 

ataupun faktor lainnya di dalam penerapan pembayaran melalui QRIS.
23

  

Selanjutnya, tahap wawancara yang ketiga yaitu kepada beberapa 

pihak kosumen yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro, 

salah satunya dengan Pak Joko, hal demikian dilakukan guna mencari 

informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut:
24

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau 

menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya mengenai pendapat 

dari adanya penggunaan QRIS, adalah sudah dilaksanakan dan sudah ada 

pedagang yang menyediakan pembayaran melalui QRIS tersebut, dan juga 

ada yang belum menyediakannya. 

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar 

Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, menjelaskan bahwa perlu 

untuk dilakukan sosialisasi kembali dikarenakan terdapat beberapa pedagang 

yang sudah berusia tua (lansia), sehingga terjadi kesulitan didalam dipahami 

mengenai praktik dalam penggunaannya. Selanjutnya mengenai faktor 

penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah tidak perlu 

                                                           
23. Hasil wawancara dengan Bapak Najib. 
24. Hasil wawancara dengan Pak Joko selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 

18 Juni 2023). 
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membawa uang Cash, karena dapat melalui aplikasi penyimpanan uang 

digital sehingga dapat langsung scan barcode dan melakukan pembayaran. 

Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah 

kurang memahami mengenai fasilitas ataupun sosialisasi dari apa yang sudah 

diberikan, terutama yang dapat dilihat saat ini adalah pelaku UMKM yang 

sudah dalam kondisi usia yang tua (lansia). Dan pertanyaan terakhir mengenai 

efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif, dikarenakan 

belum terlihat secara keselutuhan sudah melakukan pelayanan dengan 

menggunakan QRIS. 

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada 

konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Kak Vivi Nurhalimah, hal demikian dilakukan guna mencari 

informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
25

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau 

menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya namun secara isi dari aturannya 

sudah mengetahui. Selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan 

QRIS beliau menjelaskan bahwa sudah ada alternatif yang digunakan dalam 

melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS meskipun belum 

semuanya dikarenakan terdaapt juga pedagang yang sudah dalam kondisi 

yang tua (lansia), namun dalam hal ini beliau masih terbiasa untuk melakukan 

pembayaran melalui uang tunai. 

                                                           
25. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah selaku Konsumen di Payungi Kota 

Metro, (Tanggal 18 Juni 2023). 
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Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar 

Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa 

pihaknya sudah responsif dan sudah baik, dengan melakukan upaya 

pendaftaran QRIS kepada seluruh pedagang. Namun dalam hal ini, perlu 

diperhatikan kembali terhadap pedagang yang kondisi umurnya sudah lansia 

ataupun masih di usia muda. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah untuk memudahkan transaksi yang 

mana dalam pembayaran melalui QRIS bisa langsung sesuai harga barang 

yang sudah ditentukan oleh pedagang dengan tujuan agar tidak perlu ada 

pemberian uang kembalian.
26

 

Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang 

adalah adanya kendalanya pribadi yang mana pada praktiknya pihak 

pedagang tidak semuanya memakai smartphone, memilik paket data ataupun 

mengerti akan adanya sistem pembayaran melalui QRIS. Dan pertanyaan 

terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa belum bisa dilihat 

efektif, karena juga menggunakan QRIS juga ada untungnya efektif jika 

pengguna dan pemakainya usia muda  tapi jika yang menggunakan di usia 

usia tua tidak ada untungnya mas gaptek.
27

 

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan dengan kepada 

konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Kak Lidia Tri Rahmi, hal demikian dilakukan guna mencari 

                                                           
26. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah. 
27. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah. 
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informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
28

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau 

menjelaskan bahwa sudah mengetahuinya, namun tidak mengerti isi dari 

aturan yang ada dalam peraturan tersebut. Selanjutnya mengenai adanya 

penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi bahwa menyetujuinya namun 

dalam praktiknya beberapa pedagang yang terkendala usia lebih memilih 

untuk melakukan pembayaran dengan melalui tunai (cash). Selanjutnya 

mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS adalah dapat membuat 

hidup lebih mudah, khsusunya dalam hal ini adalah upaya dari pedagang 

untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar 

Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa 

sudah berperan aktif dan giat dikarenakan sudah banyak mengajarkan 

masyarakat agar dapat mengerti perkembangan teknologi dalam bidang 

transaksi pembayaran. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah guna mencari alternatif pelayanan 

yang lebih cepat, efisien seta tidak ribet, dengan alasan bahwa hamper rata-

rata masyarakat menyimpan uang secara non tunai (digital). Sedangkan faktor 

dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan melakukan 

pembayaran melalui QRIS dirasa akan lebih menyulitkan, karena kondisi 

yang masih belum melek digital, orang yang tidak mau mengikuti 

                                                           
28. Hasil wawancara dengan Kak Lidia Tri Rahmi selaku Konsumen di Payungi Kota 

Metro, (Tanggal 18 Juni 2023). 
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perkembangan zaman, perlu adanya tindakan sosialisasi kembali serta 

langsung diajarkan kembali dalam pemakaiannya. Dan pertanyaan terakhir 

mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif, karena 

pada praktinya masih belum sepenuhnya diterpakan bai oleh pedagang 

maupun konsumen.
29

 

Selanjutnya wawancara keempat yang dilakukan dengan kepada 

konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Mas Wahyu, hal demikian dilakukan guna mencari informasi 

yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
30

 Bahwasanya 

mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 

tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau menjelaskan bahwa 

sudah mengetahuinya. Selanjutnya mengenai adanya penggunaan QRIS di 

Pasar Yosomulyo Pelangi bahwa dapat menjadi lebih simple dan lebih praktis, 

sudah terjamin keamanannya, hanya dengan melakukan scan barcode saja.  

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar 

Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa 

sudah berperan aktif dalam kemajuan Pasar Yosomulyo Pelangi sendiri, 

dengan tujuan mengikuti globalisasi agar tidak ketinggalan perubahan 

teknologi dalam bidang pembayaran dengan sistem non tunai (digital) yang 

dilakukan agar lebih efektif. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah menjadi pilihan konsumen dalam 

pembayaran agar tidak ribet dalam membawa uang cash banyak, dalam 

                                                           
29. Hasil wawancara dengan Kak Lidia Tri Rahmi. 
30. Hasil wawancara dengan Mas Wahyu selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, 

(Tanggal 18 Juni 2023). 
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penggunaanya hanya dengan melakukan scan barcode dan sesuai biaya yang 

sudah ditentukan tidak perlu ada uang kembalian. Sedangkan, faktor dari 

tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dikarenakan masih jarangnya 

konsumen yang secara kontiyu melakukan pembayaran melalui digital 

(QRIS), sehingga tidak/belum menjadi kebiasaan yang terjadi di Pasar 

Yosomulyo Pelangi. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau 

menjelaskan bahwa masih belum efektif dikarenakan hanya terdapat beberapa 

pedagang saja yang sudah menyediakan pembayaran QRIS.
31

 

Selanjutnya wawancara kelima yang dilakukan dengan kepada 

konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro 

yaitu dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah, hal demikian dilakukan guna 

mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :
32

 

Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ 

PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau 

menjelaskan bahwa belum mengetahuinya. Selanjutnya mengenai pendapat 

dari adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah 

berdasarkan pengalamannya membantu dari pihak pedagang maupun 

konsumen di dalam melakukan transaksi jual beli, namun menjadi kendala 

bagi para orang tua yang tidak memiliki smartphone dan juga kesulitan dalam 

pemahaman pemakaiannya.  

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar 

Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa 

                                                           
31. Hasil wawancara dengan Mas Wahyu. 
32. Hasil wawancara dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah selaku Konsumen di Payungi 

Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023). 
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sudah berperan baik, dikarenakan terlihat kemajuan atau ada perbedaan lebih 

baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan penggunaan pembayaran 

QRIS dirasa lebih efesien dan simpel, sehingga tidak perlu khawatir jika 

kehabisan uang cash di dalam dompet. Sedangkan, faktor dari tidak 

digunakannya QRIS oleh pedagang adalah masih belum menjadi kebiasaan 

sistem pembayaran melalui via digital (QRIS), sehingga dirasa terkesan tabu 

(aneh) yang membuat masyarakat masih kurang tertarik secara langsung 

untuk menggunakan pelayanan pembayaran melalui QRIS tersebut. Dan 

pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih 

belum efektif untuk penerapan yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi, 

dikarenakan masih menjadi kendala bagi pedagang yang sudah berumur 

(lansia).
33

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa pada faktanya yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi 

adalah meskipun mereka hampir keseluruhan pedagang maupun konsumen 

sudah mengenali penggunaan pembayaran dengan sistem digital (QRIS), serta 

hal yang demikian juga sudah menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan di 

dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran 

yang tercantum di Pasal 6 yang menyebutkan bahwa QRIS wajib digunakan 

                                                           
33. Hasil wawancara dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah. 
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dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR 

Code Pembayaran. 

Dalam hal ini juga didapati data dari hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan yaitu mengenai faktor dari digunakannya QRIS oleh 

pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah pedagang yang sudah bisa 

berdaptasi dengan adanya kemajuan teknologi dalam dunia digital yaitu 

pembayaran yang hanya dilakukan dengan cara scan QR barcode. Faktor 

berikutnya yaitu pihak pengguna diuntungkan karena tidak perlu membawa 

uang cash berlebihan serta tidak perlu membawa atau menyiapkan uang 

kembalian seperti uang berbentuk recehan, faktor berikutnya yaitu dengan 

melakukan transaksi pembayaran melalui non tunai (digital) menjadi lebih 

efisien atau, kemudian inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, serta bisa 

memajukan UMKM, dan hingga pada akhirnya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Namun pada praktiknya adalah masih kurang diminati atau enggan 

untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran secara non tunai (digital), 

dikarenakan belum menjadikannya sebagai kebiasaan dan suatu hal yang 

benar-benar akan menjadi aturan yang diwajibkan kepada pihak pedagang 

dalam melakukan setiap transaksi di Pasar Yosomulyo Pelangi. Hal demikian 

belum dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor dalam penjelasan ini 

membahas mengenai faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang di 

Pasar Yosomulyo Pelangi.  
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Faktor yang pertama dan yang paling utama adalah tidak sedikit 

pedagang yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi yaitu Ibu-ibu yang sudah 

berusia tua (lansia), maka dalam hal ini mengalami kesulitan untuk 

melakukan adaptasi seperti saat ini dalam penggunaan pembayaran melalui 

digital (QRIS), sehingga menjadi alasan terhambatnya masyarakat dalam 

mengenali dan melakukan pembayaran melalui QRIS, hal ini bertujuan untuk 

merasakan perubahan kemajuan teknologi dalam bertransaksi melalui 

ekonomi digital.  

Faktor kedua yaitu masih banyaknya konsumen yang masih ragu 

dalam penggunaan QRIS saat melakukan kegiatan transaksi di Pasar 

Yosomulyo Pelangi dikarenakan masih belum menjadi suatu bentuk 

kebiasaan dalam melakukan pembayaran secara non tunai (digital). Dan 

faktor selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan QRIS berupa yaitu tidak 

sedikit pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi yang tidak memiliki 

smartphone (ponsel pintar) sehingga dalam praktik penggunaan QRIS 

menjadi belum merata serta hal demikian bisa juga menjadi faktor yaitu 

dinilai masih kurangnya upaya sosialisasi ataupun respon cepat dalam 

memberikan pelayanan dari adanya sistem pembayaran digital yang 

dilakukan pihak Bank Indonesia atas penggunaan QRIS. 

Dari fakta lapangan yang disebutkan, dapat tergambarkan bahwa 

QRIS  sebagai  inovasi pembayaran digital belum mampu menjadi jawaban 

dari kendala pelaku usaha terutama UMKM / pelaku usaha yang ada di Pasar 

Yosomulyo Pelangi. Sehingga, dalam Pasal 6 PADG mengenai implementasi 



75 

 

 

 

QRIS memang diamanatkan untuk menggunakan QRIS dalam kegiatan 

pembayaran, namun demikian untuk implementasi yang terjadi tidaklah 

optimal. Kekuatan mengikat peraturannya yang berupa PADG belum kuat 

sebagai aturan inovasi sistem pembayaran. Kehadiran PADG sebagai 

kebijakan inovasi pembayaran belum dapat menjangkau sampai sektor 

terkecil seperti pelaku usaha UMKM. Padahal tujuan dikembangkannya 

QRIS pada praktik pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan ekonomi 

digital sebagai sistem pembayaran yang fleksibel untuk semua kalangan 

pengguna QRIS. 

Maka dalam hal ini diharapkan akan dapat dirumuskan strategi yang 

tepat untuk mendorong lebih banyak UMKM menggunakan QRIS, salah satu 

perannya bisa melalui pihak Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya yang 

harus lebih berperan aktif lagi dalam memberikan edukasi kepada para pelaku 

UMKM yang khususnya dalam hal ini yang terjadi di Pasar Yosomulyo 

Pelangi (PAYUNGI).  

C. Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar 

Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS 

Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian dengan membandingkan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Tetapi, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan 

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai pada sasaran yang 
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diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
34

 Menurut Bastian 

efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.
35

 Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan 

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. 

Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses 

pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan 

program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 

Mengutip pendapat yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto 

mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat 

mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat 

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam 

membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku 

hukum.
36

 Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum maka 

permasalahan yang akan peneliti kaji dalam hal ini adalah mengenai adanya 

kebijakan peraturan gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo 

Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS (Quick Response Code 

Indonesian Standard). 

Adapun pembahasan penelitian kali ini adalah mengenai implementasi 

dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk 

                                                           
34. Subhan, M Thaib Hasan, dan M Nazar. “Peningkatan Siatem Kerja Produksi Untuk 

Meningkatkan Efektivitas Industri Kecil di Kota Langsa (Studi Kasus pada UD. Cira Rasa, Pabrik 

Roti Kota Langsa)”, Jurnal Ilmiah Jurutera, Vol. 02, No. 01 (2015), h. 30-31. 
35. Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Kota 

Malang, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, h.6. 
36. Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, 

Bandung, 1988, h.80. 
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Pembayaran yang tercantum di dalam Pasal 6, dengan studi penelitian di 

Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI). Dengan adanya sistem transaksi jual 

beli yang terjadi dan dilakukan di lokasi tersebut dalam melakukan sebuah 

kajian penelitan terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini erat kaitannya 

dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dimana dalam 

pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Yosomulyo Pelangi dapat dilakukan 

dengan pembayaran baik tunai maupun non tunai. Pelaku UMKM dapat 

melakukan upaya guna meningkatkan penjualannya dengan cara 

menggunakan teknologi transaksi secara online yang biasa di kenal yaitu 

teknologi e-commerce, yang dalam ini adalah penggunaan Quick Response 

Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alternatif dalam melakukan 

transaksi pembayaran.  

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang efektivitas Peraturan 

Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) 

dalam penggunaan QRIS yang sudah dipaparkan pada sub pembahasan 

sebelumnya, dalam praktiknya mengenai penggunaan QRIS yang terjadi di 

Pasar Yosomulyo Pelangi didapati informasi melalui pihak pedagang dan juga 

pihak konsumen. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan dari pihak pedagang 

yang secara keseluruhan memberikan penjelasan bahwa dimulai dari faktor 

pedagang yang sudah menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, 

yaitu telah memberikan manfaat positif berupa mempermudah transaksi jual 

beli yang dilakukan, Tidak memerlukan kembalian dan mengembangkan 

kinerja pekerjaan dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Namun 
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implementasinya, juga terdapat pendapat dari pihak pedagang yang 

belum/tidak menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu kondisi 

pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang sudah berusia tua (lansia), tidak sedikit 

konsumen yang masih ragu dalam penggunaan QRIS, dan tidak sedikit 

pedagang yang tidak memiliki smartphone (ponsel pintar). Sehingga dapat 

dipahami dan didapati hasil penelitian mengenai efektivitas dari Peraturan 

Gubernur BI khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, terhadap pedagang di 

Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS adalah 

implementasi yang terjadi kepada para pedagang tidaklah efektif karena 

masih belum dapat digunakan secara keseluruhan terhadap para pedagang di 

Pasar Yosomulyo Pelangi. 

Sedangkan, penjelasan dari pihak konsumen mengenai penggunaan 

QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi yang secara keseluruhan 

memberikan penjelasan bahwa dimulai dari faktor pedagang yang sudah 

menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu dirasa lebih 

menguntungkan karena transaksi berlangsung secara cashless (non tunai), 

proses pembayaran berlangsung cepat, tidak membutuhkan waktu lama saat 

mengantri, serta memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku 

usaha (UMKM) di Pasar Yosomulyo Pelangi. 

Namun implementasinya, juga terdapat pendapat dari pihak konsumen 

yang belum/tidak menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu 

konsumen yang datang ke Pasar Yosomulyo Pelangi tidaklah masyarakat 

yang hanya anak muda (mileneal) saja melainkan tidak sedikit juga 
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pengunjung yang sudah berusia tua ataupun para orangtua yang tidak 

mengerti sistem kegunaan/pemanfaatan teknologi digital, ataupun masih 

terdapatnya konsumen yang datang masih belum memiliki ponsel pintar 

(smartphone).  

Faktor-faktor tersebutlah yang telah membuat penggunaan 

pembayaran melalui digital (QRIS) menjadi alasan terhambatnya masyarakat 

dalam mengenali dan melakukan pembayaran melalui QRIS, yang mana 

jikalau hal ini diterapkan yang tidak lain hanyalah sebagai bentuk adaptasi 

untuk merasakan perubahan kemajuan teknologi dalam bertransaksi melalui 

ekonomi digital. Maka didapati dari hasil penelitian ini bahwa mengenai 

efektivitas dari Peraturan Gubernur BI khususnya yang terdapat dalam Pasal 

6, terhadap konsumen di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam 

penggunaan QRIS adalah implementasi yang terjadi kepada para pedagang 

tidaklah efektif karena masih belum dapat digunakan secara keseluruhan 

terhadap para pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi. 

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah melalui Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi 

Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, QRIS ini sengaja 

dibuat guna dapat melakukan pembayaran melalui digitalisasi layanan sistem 

pembayaran perlu dikembangkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan 

keuangan digital nasional, dengan tetap seimbang menjaga inovasi dan bisnis 

yang sehat demi kepentingan nasional. Sistem Pembayaran non tunai yang 

akan digunakan masyarakat harus dapat menjamin pelaksanaan pemindahan 
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uang secara efektif dan juga efisien serta aman sehingga tercipta kenyamanan 

dalam kegiatan bertransaksi ekonomi melalui instrumen digital.
37

 

Berdasarkan regulasi memang terdapat amanat dalam pasal 6 untuk 

setiap pengguna/pelaku usaha UMKM yang telah menerapkan sistem 

pembayaran berbasis kode-QR untuk menerapkan QRIS, namun demikian 

Implementasinya tidak efektif dan tidak optimal karena masing-masing user 

terutama UMKM memiliki kendala masing-masing pada kegiatan bisnisnya. 

Ketidakoptimalan ini terutama berasal dari kurangnya pemanfaatan dari 

teknologi. 

Dengan adanya penerapan dalam penggunaan QRIS ini, pihak 

UMKM akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi serta inovasi. 

Serta inovasi QRIS yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi digital, 

dalam implementasinya masih lemah dan belum kuat dalam segi 

kebijakannya. Kehadiran PADG sebagai peraturan pelaksana ternyata 

memiliki muatan materi yang tidak berhubungan dengan fungsinya sebagai 

peraturan pelengkap PBI. Dalam hal ini PADG masih dinilai lemah sebagai 

peraturan eksternal yang mengikat untuk meregulasi inovasi sistem 

pembayaran.
38

 

Secara regulasi memang PADG tidak disebutkan dalam hierarki 

peraturan  perundang-undangan, namun telah diamanatkan bahwa dalam 

                                                           
37. Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce 

untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan 

Informatika, 3(1). 
38. Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Analisis Peraturan 

Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong 

Perkembangan Ekonomi Digital. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021. 

h.501. 
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pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan bahwa keberlakuan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia 

diakui dan lebih lanjut PADG diamanatkan dalam PBI peraturan Bank 

Indonesia sebagai aturan yang mengikat secara eksternal. Dalam hal ini 

seharusnya setiap PADG yang hadir memiliki kekuatan yang tinggi sebagai 

kebijakan, namun dalam hal ini PADG QRIS belum memiliki kekuatan yang 

cukup untuk meregulasi inovasi sistem pembayaran, apalagi sebagai 

pelengkap pelaksana PBI Uang Elektronik dan PBI lainnya.  

Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran 

praktik perbankan maupun bisnis e-commerce, dengan demikian pengaturan 

QRIS akan lebih efektif bekerja apabila diatur dalam suatu tatanan aturan 

yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI (Peraturan Bank Indonesia). Aturan 

PADG yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga fungsinya sebagai aturan 

mekanisme sebagai pelengkap PBI, maka untuk kedepannya diharapkan 

adanya pembaharuan PBI yang memuat materi transaksi elektronik yang 

termuat di PBI GPN, PBI Uang Elektronik, dan PBI PPTP, serta didalamnya 

juga memuat aturan pelaksana dan mekanismenya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS 

oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), akan peneliti 

jelaskan dimulai dari faktor pedagang yang sudah menggunakan QRIS 

dalam sistem pembayarannya, yaitu telah memberikan manfaat positif 

berupa mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan, bermanfaat, 

menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan 

mengembangkan kinerja pekerjaan. Namun implementasinya, juga 

terdapat pendapat dari pihak pedagang yang belum/tidak 

menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu dengan 

alasan bahwa kondisi pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang sudah 

berusia tua (lansia), tidak sedikit konsumen yang masih ragu dalam 

penggunaan QRIS, dan tidak sedikit pedagang yang tidak memiliki 

smartphone (ponsel pintar). 

2. Selanjutnya, mengenai efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap 

pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan 

QRIS khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, adalah 

implementasinya masih belum efektif dikarenakan masih perlu 

dilakukan evaluasi kembali dalam pelaksanaan pembayaran 
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menggunakan QRIS tersebut. Adapun penjelasan dari kata wajib 

dalam pasal tersebut adalah dalam penggunaan QR Code Pembayaran 

tersebut sebelumnya harus terdaftar dan telah bekerjasama dengan 

pihak BI, semisal dilakukan oleh pedagang pasar Payungi. Maka hal 

yang demikian menjadi wajib untuk digunakan. Namun, apabila pihak 

pedagang Pasar Payungi tersebut tidak/belum terdaftar dan 

bekerjasama dengan pihak BI, maka tidak ada kewajiban untuknya 

menggunakan QRIS ataupun sanksi hukum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Indonesia dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) 

Bank Indonesia dapat melakukan pelatihan penggunaan 

smartphone secara berkala dan berkelanjutan kepada pedagang (merchant) 

khususnya pada pedagang di pasar tradisional bersama dengan PJSP dalam 

pengoperasian transaksi menggunakan QRIS. Bank Indonesia bersama 

pemerintah hendaknya segera memperbaharui bahkan membuat peraturan 

perundang-undangan mengenai uang elektronik sehingga pengguna atau 

konsumen mendapat kepastian hukum seiring dengan berkembangnya 

teknologi. 

2. Bagi Pedagang (Merchant) 

Apabila pihak dari Bank Indonesia maupun Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran melakukan sosialisasi terkait penggunaan QR Code 
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untuk pembayaran yang selanjutnya disebut QRIS, hendaknya pedagang 

merchant) dapat mendukung kebijakan tersebut. Karena dengan adanya 

bentuk kebijakan dari digitalisasi uang dinilai dapat mendorong efisiensi 

dari sektor perekonomian, mengembangkan pertumbuhan UMKM, serta 

mempercepat keuangan secara inklusif. 

3. Bagi Pengguna Uang Elektronik (Konsumen) 

Sebagai pengguna hendaknya tidak perlu khawatir atau merasa 

berbeda jikalau melakukan transaksi dengan menggunakan QR Code, 

karena hal tersebut sudah ada kebijakan yang melindunginya yaitu melalui 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk 

Pembayaran. Sehingga dalam hal ini selain dapat menjadi alternatif dalam 

pembayaran tetapi dapat juga sebagai bentuk dukungan terhadap 

Pemerintah karena telah menyediakan fasilitas ini secara gratis dan 

memudahkan pengguna dalam bertransaksi serta lebih aman dan terjamin. 
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Gambar 3. Ibu Elia E.S. Pedagang Pengguna QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi 
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Gambar 5. Bapak Najib Pedagang Belum Menggunakan QRIS di PAYUNGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kak Edi Susilo Pedagang Pengguna QRIS di PAYUNGI 
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Gambar 8. Pak Joko Konsumen Tidak Menggunakan QRIS di PAYUNGI 
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Gambar 9. Kak Vivi Nur H. Konsumen Tidak Menggunakan QRIS di PAYUNGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kak Lidia Tri Rahmi Konsumen Menggunakan QRIS di PAYUNGI 
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